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PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER-04/MBU/12/2016 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara yang menetapkan perubahan 

organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara, perlu melakukan pengaturan 

kembali terhadap ketentuan mengenai tata naskah dinas 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan 

Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2011 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara Nomor PER-04/MBU/02/2015; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas; 

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN 

BADAN USAHA MILIK NEGARA. 

 

Pasal 1 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara. 
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Pasal 2 

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri dari: 

a. pendahuluan; 

b. jenis dan format naskah dinas; 

c. penyusunan naskah dinas; 

d. tata surat dinas; 

e. penggunaan lambang negara, logo instansi, dan cap 

dinas; 

f. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah 

dinas; 

g. kode unit organisasi; dan 

h. penutup. 

 

Pasal 3 

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Perubahan atas kode unit organisasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan dengan Keputusan yang 

ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian BUMN atas nama 

Menteri.  

 

Pasal 5 

Tata Naskah Dinas secara elektronik diatur dengan Peraturan 

Menteri tersendiri. 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

05/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/02/2015, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Desember 201622 Ju 

ni 2016 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 201622 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan cara 

melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan di lingkungan instansi pemerintah pusat 

dan daerah. 

Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah 

adalah administrasi umum, yang ruang lingkupnya meliputi tata naskah 

dinas (tata surat, distribusi, formulir, dan media), penamaan lembaga, 

singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.  

Tata Naskah Dinas (TND) sebagai salah satu unsur administrasi 

umum antara lain mencakup pengaturan tentang jenis dan penyusunan 

naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata surat, 

perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, serta ralat. 

Pedoman Tata Persuratan Dinas Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara (Kementerian BUMN) yang berlaku saat ini mengacu pada 

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Peraturan Menteri 

BUMN) Nomor: PER-05/ MBU/2011 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/02/2015. Namun, 

dengan diundangkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata 

Naskah Dinas Instansi Pemerintah, dan adanya perubahan struktur 

organisasi Kementerian BUMN dengan diundangkannya Peraturan 
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Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015, maka dalam rangka 

meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran arus 

komunikasi serta informasi antar unit organisasi di lingkungan 

Kementerian BUMN, perlu dilakukan penyesuaian, penyempurnaan dan 

pengaturan kembali terhadap TND di lingkungan Kementerian BUMN. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Pedoman TND Kementerian BUMN dimaksudkan sebagai acuan 

pembuatan dan pengelolaan TND di lingkungan Kementerian BUMN, 

dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: 

a. Asas efektif dan efisien 

Penyelenggaraan TND perlu dilakukan secara efektif dan efisien 

dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, 

spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik, benar, dan lugas. 

b. Asas pembakuan 

Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan 

bentuk yang telah dibakukan. 

c. Asas pertanggungjawaban 

Penyelenggaraan TND dapat dipertanggungjawabkan dari segi 

isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. 

d. Asas keterkaitan 

Kegiatan penyelenggaraan TND terkait dengan kegiatan 

administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya. 

e. Asas kecepatan dan ketepatan 

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja 

atau satuan organisasi, maka TND harus dapat diselesaikan 

tepat waktu dan tepat sasaran, yang antara lain dapat dilihat 

dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta 

kecepatan penyampaian dan distribusi. 

f. Asas keamanan 

TND harus aman secara fisik dan substansi mulai dari 

penyusunan, klasifikasi dan kualifikasi, penyampaian kepada 

yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi. Demi 

terwujudnya TND yang efektif dan efisien, pengamanan naskah 
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dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling 

penting. 

 

2. Tujuan 

Pedoman TND Kementerian BUMN bertujuan menciptakan 

kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien antar unit 

organisasi di lingkungan Kementerian BUMN atau dengan instansi 

lain di luar Kementerian BUMN dalam penyelenggaraan urusan 

tertentu dalam pemerintahan. 

Selain tujuan sebagaimana dimaksud di atas, Pedoman TND 

Kementerian BUMN ini juga mempuyai beberapa sasaran, yaitu: 

a. tercapainya kesamaan bahasa, pengertian, dan penafsiran 

penyelenggaraan TND; 

b. terwujudnya keterpaduan pengelolaan TND dengan unsur 

lainnya dalam lingkup administrasi umum; 

c. lancarnya komunikasi tulis kedinasan serta kemudahan dalam 

pengendalian; 

d. tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TND; 

e. berkurangnya tumpang tindih, salah tafsir, dan pemborosan 

penyelenggaraan TND. 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pedoman TND Kementerian BUMN meliputi berbagai 

kegiatan yang mencakup pengaturan tentang jenis dan format naskah 

dinas, penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan 

cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata 

persuratan dan penggunaan media surat-menyurat termasuk naskah 

dinas elektronik. 

 

D. Pengertian Umum 

Pengertian umum dalam pedoman ini meliputi pengertian sebagai berikut: 

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi 

kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang di lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka 

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan BUMN. 

2. Tata Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat TND adalah 

penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi pengaturan jenis, 
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format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan 

penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam 

komunikasi kedinasan. 

3. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang 

meliputi TND, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, 

kearsipan, serta tata ruang perkantoran. 

4. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan 

tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang negara, logo, 

dan cap dinas. 

5. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan 

kewajiban yang ada pada seorang pejabat di lingkungan Kementerian 

BUMN untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 

6. Instansi Pemerintah adalah kementerian negara/lembaga, sekretariat 

lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik 

Indonesia dan pemerintah daerah. 

7. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam 

gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

8. Logo Kementerian BUMN adalah lambang organisasi Kementerian 

BUMN.  

9. Kop adalah bagian dari kepala Naskah Dinas yang berisi Lambang 

Negara atau Logo Kementerian BUMN sesuai dengan pejabat 

penandatangan Naskah Dinas yang bersangkutan. 
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BAB II 

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS 

 

A. Naskah Dinas Arahan 

Naskah Dinas Arahan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan 

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan 

dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap Instansi 

Pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, 

penetapan dan penugasan. Naskah Dinas Arahan terdiri dari: 

 

1. Naskah Dinas Pengaturan 

Sesuai dengan tingkatannya, Naskah Dinas yang bersifat pengaturan 

terdiri atas Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, 

Prosedur Tetap/Prosedur Operasional Standar dan Surat Edaran. 

a. Peraturan 

1) Pengertian 

Peraturan adalah Naskah Dinas yang bersifat mengatur, 

memuat kebijakan pokok, bersifat umum, berlaku untuk 

seluruh satuan organisasi/unit kerja, termasuk bagi Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dan dapat merupakan dasar 

bagi penyusunan Naskah Dinas lainnya. 

2) Wewenang penetapan dan penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

Peraturan adalah Menteri BUMN atau pejabat yang 

diberikan pelimpahan kewenangan dari Menteri BUMN 

untuk menandatangani atas nama Menteri BUMN. 

3) Susunan 

a) Judul  

(1) Judul Peraturan memuat keterangan mengenai 

jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama 

Peraturan. Penomoran merujuk pada ketentuan 

pemberian kode dan nomor surat Kementerian 

BUMN. 

(2) Nama Peraturan dibuat secara singkat dan 

mencerminkan isi Peraturan. 
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(3) Penulisan judul Peraturan seluruhnya 

menggunakan huruf kapital dengan margin 

tengah (center) tanpa diawali atau diakhiri dengan 

tanda baca apapun.  

(4) Judul ditulis dalam satu baris, kecuali tidak 

memungkinkan dapat ditulis dalam beberapa 

baris dengan memperhatikan kaidah pemotongan 

kalimat yang baik. 

b) Pembukaan 

Pembukaan Peraturan terdiri dari hal-hal berikut: 

(1) Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” 

ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang 

diletakkan di tengah marjin (center). 

(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan 

Peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital 

yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri 

dengan tanda baca koma. 

(3) Konsideran diawali dengan kata “Menimbang”. 

(a) Konsideran memuat aturan singkat mengenai 

pokok-pokok pikiran yang menjadi latar 

belakang dan alasan pembuatan Peraturan. 

(b) Pokok-pokok pikiran pada konsideran 

memuat unsur filosofis yuridis dan sosiologis 

yang menjadi latar belakang pembuatan 

Peraturan. 

(c) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan 

bahwa Peraturan dianggap perlu untuk 

dibuat, kurang tepat karena tidak 

mencerminkan tentang latar belakang dan 

alasan perlunya dibuatnya Peraturan. 

(d) Jika konsideran memuat lebih dari satu 

pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran 

dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang 

merupakan kesatuan pengertian. 
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(e) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf 

abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat 

yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri 

dengan tanda baca titik koma (;). 

-11- 

(f) Jika konsideran hanya memuat satu pokok 

pikiran, maka pokok pikiran dirumuskan 

dalam satu kalimat yang diawali dengan kata 

“bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik 

koma (;), tanpa diawali dengan huruf abjad. 

(4) Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”. 

(a) Dasar hukum memuat dasar kewenangan 

pembuatan Peraturan. 

(b) Peraturan perundang-undangan yang 

digunakan sebagai dasar hukum hanya 

peraturan perundang-undangan yang 

tingkatannya sama atau lebih tinggi. 

(c) Jika jumlah peraturan perundang-undangan 

yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, 

urutan pencantuman perlu memperhatikan 

hierarki peraturan perundang-undangan. 

Jika tingkatannya sama, urutan 

pencantuman disusun secara kronologis dari 

yang paling lama ke yang paling baru 

berdasarkan saat pengundangan atau 

penetapannya. 

(d) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

perlu dilengkapi dengan pencantuman 

Lembaran Negara Republik Indonesia dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia yang diletakkan diantara tanda 

baca kurung. 

(e) Jika jumlah peraturan perundang-undangan 

yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, 

maka penulisannya diawali dengan angka 

dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 

(5) Diktum terdiri dari: 
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(a) kata “Memutuskan”, yang ditulis seluruhnya 

dengan huruf kapital tanpa spasi di antara 

suku kata dan diakhiri dengan tanda baca 

titik dua (:) serta diletakkan di tengah marjin; 

(b) kata “Menetapkan” yang dicantumkan 

sesudah kata Memutuskan, disejajarkan ke 

bawah dengan kata Menimbang dan 

Mengingat. Huruf awal kata “Menetapkan” 

ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca titik dua (:). 

c) Batang tubuh 

Batang tubuh Peraturan terdiri dari: 

(1) semua substansi peraturan perundang-undangan 

yang dirumuskan dalam pasal-pasal; 

(2) substansi yang pada umumnya dikelompokkan ke 

dalam: 

(a) ketentuan umum; 

(b) materi pokok yang diatur; 

(c) ketentuan sanksi administrasi (jika 

diperlukan); 

(d) ketentuan peralihan (jika diperlukan); 

(e) ketentuan penutup. 

d) Kaki 

Bagian kaki Peraturan yang diletakan di sisi kanan 

bawah lembar terakhir secara berurutan ke bawah 

dengan penulisan rata kiri, terdiri dari: 

(1) tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) 

diawali dengan frasa “Ditetapkan di” (kata 

“Ditetapkan” diawali dengan huruf kapital); 

(2) tanggal penetapan Peraturan (tanggal, bulan, 

tahun) diawali dengan frasa “pada tanggal” (kata 

“pada” diawali dengan huruf kecil); 

(3) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang 

ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan 

tanda baca koma (,); 

(4) tanda tangan pejabat yang menetapkan 

Peraturan; 
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(5) nama lengkap pejabat yang menandatangani 

Peraturan, yang ditulis dengan huruf kapital, 

tanpa mencantumkan gelar; 

(6) cap dinas Menteri; 

(7) Peraturan Menteri yang diwajibkan untuk 

dilakukan pengundangan pada Berita Negara, 

maka Format dan nama pejabat yang menetapkan 

pengundangan mengacu pada ketentuan di bidang 

pengundangan pada Berita Negara. 

e) Penggunaan kertas, huruf, Kop, dan halaman. 

(1) Peraturan dibuat di atas kertas F4 dengan 

menggunakan jenis huruf bookman old style 

dengan ukuran huruf 12 (dua belas); 

(2) lembar pertama Peraturan menggunakan kertas 

dengan Kop yang berisikan lambang Garuda dan 

tulisan Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang 

diletakkan di bagian atas tengah halaman; 

(3) lembar selanjutnya menggunakan kertas tanpa 

Kop, diberi nomor halaman pada bagian atas 

tengah halaman. 

f) Lampiran 

Apabila terdapat lampiran Peraturan, maka: 

(1) nomor halaman pada lampiran merupakan 

lanjutan dari halaman bagian kaki Peraturan; 

(2) dicantumkan label lampiran yang berisi tulisan 

lampiran Peraturan, nomor, dan tentang, ditulis 

memakai huruf kapital dan rata kiri dengan jenis 

huruf bookman old style ukuran huruf 10 

(sepuluh), serta dicantumkan di bagian atas 

kanan pada halaman pertama lampiran 

Peraturan; 

(3) untuk bagian kaki lampiran, penulisan pejabat 

penandatangan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada huruf d) angka (3), 

(4), (5), dan (6). 

4) Pengabsahan 
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a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa 

sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, 

suatu Peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga 

dapat diumumkan oleh Kepala Biro Hukum. 

b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda 

tangan sebelah kiri bawah, yang ditulis dengan rata 

kiri, dan terdiri dari frasa “Salinan sesuai dengan 

aslinya” yang diikuti nama jabatan pejabat yang 

berwenang membuat pengabsahan, serta dibubuhi 

tanda tangan pejabat yang berwenang lengkap dengan 

dan cap dinas Kementerian BUMN. 

5) Distribusi 

Peraturan yang telah dilakukan pengabsahan (salinan 

peraturan) didistribusikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan dapat mengunakan media elektronik 

serta diunggah (upload) pada situs jejaring (website) 

Kementerian BUMN. 

6) Hal-hal yang perlu diperhatikan 

a) Naskah asli yang ditandatangani, dibuat dalam 

rangkap 4 (empat) dan pada 1 (satu) rangkapnya 

dibubuhi paraf pada lembar kontrol oleh pejabat 

terkait dan Kepala Biro Hukum. 

b) Satu naskah asli harus disimpan sebagai file 

(pertinggal) di Tata Usaha Menteri (naskah asli yang 

terdapat lembar kontrol yang telah diparaf oleh pejabat 

terkait dan Kepala Biro Hukum) dan naskah lainnya 

disampaikan kepada pejabat pembuat salinan untuk 

diproses pengundangannya dan/atau dibuatkan 

salinannya. 

c) Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam 

Peraturan Menteri ini dengan ketentuan dan/atau 

Peraturan di bidang penyusunan peraturan 

perundang-undangan, maka ketentuan dan/atau 

Peraturan di bidang penyusunan peraturan 

perundang-undangan yang dipergunakan. 

 

 Format Peraturan merujuk pada contoh 1A, 1B, 1C, dan 1D. 
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CONTOH 1A 

FORMAT PERATURAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR PER- … /MBU/… /2016 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : 
a. bahwa ……………………………………………………...…………....................; 
b. bahwa ……………………….………………………………………………....……..; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan huruf  b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara tentang……………………………………………………..; 

 

Mengingat 

 

 

: 1. ………………………………………………………………………………………………; 

2. ………………………………..……………………………………………….……...……; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN ……. TENTANG …… 

 

Pasal 1 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Pasal 2 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Pasal … 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di ………………………… 

pada tanggal ………………………… 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Menteri) 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  

Judul 

Peraturan  

Pembukaan 

Batang Tubuh 

Kaki 

Bagian 

Pengendalian 

Karo Hukum Karo Umum dan 

Humas  

Sesmen 

(paraf) (paraf) 

 

(paraf) 
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CONTOH 1B 

FORMAT LAMPIRAN PERATURAN 

 

 

 

 

 

-4- 

LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR PER- ... /MBU/... /2016 

TENTANG  

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

 

JUDUL LAMPIRAN 

 

 

Isi Lampiran ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Menteri) 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

 

 

 

 

Label 

Lampiran  

Isi Lampiran 

Kaki 

Bagian 

Pengendalian 

Karo Hukum Karo Umum dan 

Humas  

Sesmen 

(paraf) (paraf) 

 

(paraf) 
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CONTOH 1C 

FORMAT SALINAN PERATURAN  

 

  

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

SALINAN 

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER- … /MBU/... /2016 

TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA,  
 

 
Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 

b. bahwa …………………..……………………………………………………; 
 

Mengingat 
 

 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN ……. TENTANG …… 
 

Pasal 1 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Pasal 2 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Pasal … 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di ………………………… 
pada tanggal ………………………… 

 
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  
 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
 

WIDODO EKATJAHJANA 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ….. NOMOR  

 

Judul Peraturan  

Pembukaan 

Batang Tubuh 

Kaki 

Pengabsahan 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum, 

 
Tanda tangan dan cap dinas 

Kementerian BUMN 
 

Nama Lengkap 
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CONTOH 1D 

FORMAT LAMPIRAN PERATURAN 

 

 

 

 

 

b. 

-4- 

LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR PER- … /MBU/... /2016 

TENTANG  

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

JUDUL LAMPIRAN 

 

 

Isi Lampiran ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

ttd. 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

 

 

 

 

Label 

Lampiran  

Isi Lampiran 

Kaki 

Pengabsahan 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum, 

 

Tanda tangan dan cap dinas 

Kementerian BUMN 

 

Nama Lengkap 
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b.Pedoman 

1) Pengertian 

Pedoman adalah Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat 

umum yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk 

operasional/teknis dan penerapannya disesuaikan dengan 

karakteristik Kementerian BUMN. Pedoman dicantumkan sebagai 

lampiran Peraturan. 

2) Wewenang penetapan dan penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

Pedoman adalah Menteri BUMN. 

3) Susunan 

a) Label lampiran 

Penulisan label lampiran pada Pedoman dilakukan sesuai 

dengan ketentuan huruf a angka 3) huruf f). 

b) Kepala  

Bagian kepala Pedoman terdiri dari: 

(1) tulisan Pedoman ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; dan 

(2) rumusan judul Pedoman diletakkan secara simetris 

dan ditulis dengan huruf kapital. 

c) Batang tubuh  

Bagian batang tubuh Pedoman terdiri dari: 

(1) pendahuluan yang dapat berisi latar belakang/dasar 

pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata 

urutan dan pengertian; 

(2) materi Pedoman; 

(3) penutup yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan 

dan penjabaran lebih lanjut, serta alamat pembuat 

Pedoman yang ditujukan kepada para 

pembaca/pengguna atau mereka yang akan 

menyampaikan saran penyempurnaan. 

d) Kaki  

Bagian kaki Pedoman terdiri dari: 

(1) nama jabatan yang menandatangani Pedoman, ditulis 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca 

koma (,); 

(2) tanda tangan pejabat yang menetapkan; 
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(3) nama lengkap pejabat yang menandatangani Pedoman, 

ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan 

gelar; dan 

(4) cap dinas. 

e) Pengabsahan 

Ketentuan yang mengatur pengabsahan dalam bagian 

Peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis 

untuk pengabsahan Pedoman. 

Format lampiran Peraturan yang berupa Pedoman mengacu pada 

contoh 2A dan 2B. 
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CONTOH 2A 

FORMAT LAMPIRAN PERATURAN YANG BERUPA PEDOMAN 

 

 

 

 

 

-4- 

LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR PER- … /MBU/... /2016 

TENTANG  

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

PEDOMAN 

 

TATA NASKAH DINAS  

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Umum  
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

B. Maksud dan Tujuan 
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

C. Ruang Lingkup 
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

D. Pengertian 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

 

 

BAB II (dan seterusnya) 

MATERI PEDOMAN 

……………………………………………. 

 

A. ….. 
B. dan seterusnya. 

 

 

BAB …. 

PENUTUP 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Menteri) 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

 

 

Kaki 

Kepala Pedoman 

Bagian 

Pengendalian 

Label Lampiran 

Batang Tubuh 
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CONTOH 2B 

FORMAT SALINAN LAMPIRAN PERATURAN YANG BERUPA PEDOMAN 

 

 

 

 

 

-4- 

LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR PER- … /MBU/... /2016 

TENTANG  

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

PEDOMAN 

 

TATA NASKAH DINAS  

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

E. Umum  
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

F. Maksud dan Tujuan 
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

G. Ruang Lingkup 
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

H. Pengertian 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

 

 

BAB II (dan seterusnya) 

MATERI PEDOMAN 

……………………………………………. 

 

C. ….. 
D. dan seterusnya. 

 

 

BAB …. 

PENUTUP 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

ttd. 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

 

 

Kaki 

Kepala Pedoman 

Pengabsahan 

Label Lampiran 

Batang Tubuh 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum, 

 

Tanda tangan dan cap dinas 

Kementerian BUMN 

 

Nama Lengkap 
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c. Petunjuk Pelaksanaan 

1) Pengertian 

Petunjuk Pelaksanaan adalah Naskah Dinas pengaturan yang 

memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan 

pelaksanaannya. Petunjuk Pelaksanaan dicantumkan sebagai 

lampiran Peraturan. 

2) Wewenang penetapan dan penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

Petunjuk Pelaksanaan adalah Menteri BUMN. 

3) Susunan 

a) Label lampiran 

Penulisan label lampiran pada Petunjuk Pelaksanaan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan huruf a angka 3) huruf 

f). 

b) Kepala  

Bagian kepala Petunjuk Pelaksanaan terdiri dari: 

(1) tulisan “Petunjuk Pelaksanaan” yang ditulis dengan 

huruf kapital, dicantumkan di tengah atas; dan 

(2) rumusan judul Petunjuk Pelaksanaan, yang ditulis 

dengan huruf kapital dan diletakkan secara simetris. 

c) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Petunjuk Pelaksanaan terdiri dari 

(1) pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, latar 

belakang/dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang 

lingkup, tata urutan, dan pengertian serta hal-hal lain 

yang dianggap perlu; 

(2) materi Petunjuk Pelaksanaan yang dengan jelas 

menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, 

koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang 

perlu untuk dilaksanakan. 

d) Kaki  

Bagian kaki Petunjuk Pelaksanaan terdiri dari: 

(1) nama jabatan yang menetapkan Petunjuk 

Pelaksanaan, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca koma (,); 

(2) tanda tangan pejabat yang menetapkan; 
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(3) nama lengkap pejabat yang menandatangani Petunjuk 

Pelaksanaan ditulis dengan huruf kapital, tanpa 

mencantumkan gelar; dan 

(4) cap dinas. 

e) Pengabsahan 

Ketentuan yang mengatur pengabsahan dalam bagian 

Peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis 

untuk pengabsahan Petunjuk Pelaksanaan. 

Format lampiran Peraturan yang berupa Petunjuk Pelaksanaan 

mengacu pada contoh 3A dan 3B. 
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-4- 

LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR PER- ... /MBU/ … /2016 

TENTANG  

PETUNJUK PELAKSANAAN … 

 

 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Umum  

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

 
B. Maksud dan Tujuan 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

 
C. Ruang Lingkup 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

 
D. Pengertian 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

 

BAB II 

……………………………………………. 

 

A. ….. 
B. dan seterusnya. 

 

BAB III 

…………………………………………… 

 

A. ….. 
B. dan seterusnya. 

 

dst. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………… 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Menteri) 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

CONTOH 3A 

FORMAT LAMPIRAN PERATURAN  

YANG BERUPA PETUNJUK PELAKSANAAN 

 

 

Kepala  

Batang Tubuh 

Kaki 

Bagian 

Pengendalian 
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-4- 

LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR PER- ... /MBU/ … /2016 

TENTANG  

PETUNJUK PELAKSANAAN … 

 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Umum  

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

B. Maksud dan Tujuan 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

C. Ruang Lingkup 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

D. Pengertian 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

 

BAB II 

……………………………………………. 

 
A. ….. 
B. dan seterusnya. 

 

BAB III 

…………………………………………… 

 
A. ….. 
B. dan seterusnya. 

 

dst 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………. 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

ttd. 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

CONTOH 3B 

FORMAT SALINAN LAMPIRAN PERATURAN  

YANG BERUPA PETUNJUK PELAKSANAAN 

 

 

Kepala  

Batang Tubuh 

Kaki 

Bagian 

Pengabsahan 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum, 

 

Tanda tangan dan cap dinas 

Kementerian BUMN 

 

Nama Lengkap 
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d. Instruksi 

1) Pengertian 

Instruksi adalah Naskah Dinas yang memuat perintah berupa 

petunjuk/arahan tentang pelaksanaan kebijakan suatu 

peraturan perundang-undangan. 

2) Wewenang penetapan dan penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

Instruksi adalah Menteri BUMN. 

3) Susunan 

a) Kepala Instruksi 

Bagian kepala Instruksi terdiri dari 

(1) kepala Naskah Dinas yang berisi gambar Lambang 

Negara atau Logo Kementerian BUMN dan tulisan 

nama jabatan yang diletakkan secara simetris dan 

ditulis dengan huruf kapital; 

(2) kata “Instruksi” dan tulisan pejabat pemberi Instruksi, 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(3) nomor Instruksi, ditulis secara simetris di bawah kata 

“Instruksi” dan tulisan pejabat pemberi Instruksi. 

Penomoran merujuk pada ketentuan pemberian kode 

dan nomor surat Kementerian BUMN; 

(4) kata tentang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital 

secara simetris tanpa spasi; 

(5) judul Instruksi, ditulis seluruhnya dengan huruf 

kapital secara simetris tanpa diakhiri tanda baca; 

(6) di bawah judul ditulis Menteri Badan Usaha Milik 

Negara Republik Indonesia yang ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris, serta diakhiri tanda baca koma 

(,). 

b) Diktum 

Bagian diktum Instruksi terdiri dari: 

(1) diktum dimulai dengan kalimat “Dalam rangka …, 

dengan ini memberikan Instruksi”, tanpa diakhiri 

dengan tanda baca; 

(2) kata “Kepada” dicantumkan setelah kalimat “Dalam 

rangka …, dengan ini memberikan Instruksi” yang 

disejajarkan ke bawah dengan kata Dalam rangka. 

Kata “Kepada” ditulis dengan huruf awal kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) diikuti dengan 
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nama pejabat/jabatan penerima Instruksi, apabila 

lebih dari satu ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan 

seterusnya sesuai dengan urutan unit organisasinya 

dan/atau tingkatan jabatannya; 

(3) kata “Untuk” ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti 

dengan substansi Instruksi, bila perlu dikelompokkan 

dalam diktum: KESATU, KEDUA, KETIGA, dan 

seterusnya, yang ditulis seluruhnya dengan huruf 

kapital, dan diakhiri tanda baca titik dua (:) 

ditempatkan sejajar di bawah kata “Kepada”. 

c) Kaki 

Bagian kaki Instruksi terdiri dari: 

(1) tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) 

dikeluarkan Instruksi dan tanggal penandatanganan 

Instruksi; 

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan Instruksi, 

yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan 

tanda baca koma (,); 

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi; 

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani Instruksi, 

yang ditulis dengan huruf kapital serta tanpa 

mencantumkan gelar; dan 

(5) cap dinas. 

d) Penggunaan kertas, huruf, Kop, dan halaman 

(1) Instruksi dibuat di atas kertas F4 dengan 

menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 

11 (sebelas). 

(2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor 

halaman, dan lembar selanjutnya menggunakan Kop 

dan di bawah Kop diberi nomor halaman. 

e) Pengabsahan 

Ketentuan yang mengatur pengabsahan dalam bagian 

Peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis 

untuk pengabsahan Instruksi. 

4) Distribusi dan tembusan 

Salinan Instruksi didistribusikan kepada yang bersangkutan, 

pejabat yang tercantum pada salinan, dan pejabat lain yang 

terkait dengan materi Instruksi. 

5) Hal yang perlu diperhatikan 
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a) Meskipun kata Instruksi mengandung arti perintah, 

Instruksi yang dimaksudkan dalam Pedoman ini bukan 

perintah, melainkan suatu petunjuk/arahan pelaksanaan 

suatu keputusan. 

b) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok, 

sehingga Instruksi harus merujuk pada suatu 

keputusan/peraturan perundang-undangan. 

c) Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi tidak 

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. 

Format Instruksi Menteri BUMN mengacu pada contoh 4A dan 4B. 
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CONTOH 4A 

FORMAT INSTRUKSI MENTERI BUMN 

 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

INSTRUKSI MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR INS- … /MBU/ ... /2016 

TENTANG 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Dalam rangka ………………, dengan ini memberikan Instruksi 

 

Kepada: 1. Nama/Jabatan Pegawai; 

 2. Nama/Jabatan Pegawai; 

 3. dan seterusnya. 

Untuk: 

 

KESATU :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

KEDUA :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab. 

   

  Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

 

  Salinan Instruksi Menteri ini disampaikan kepada: 

  1.  ……………………… 

  2.  ……………………… 

 

 

Ditetapkan di ………………………… 

pada tanggal ………………………… 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Menteri) 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

 

 

Kepala Biro Hukum Asdep Restrukturisasi Sekretaris Kementerian Deputi Bidang 

Kepala  

Diktum 

Bagian Pengendalian 

Kaki  
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CONTOH 4B 

FORMAT SALINAN INSTRUKSI MENTERI BUMN 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
SALINAN 

INSTRUKSI MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR INS- … /MBU/ ... /2016 

 
TENTANG 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 

Dalam rangka ………………, dengan ini memberikan Instruksi 
 
Kepada: 1. Nama/Jabatan Pegawai; 
 2. Nama/Jabatan Pegawai; 
 3. dan seterusnya. 
 
 
Untuk: 
 
KESATU :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
KEDUA :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
KETIGA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab. 
   

  Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 
 
  Salinan Instruksi ini disampaikan kepada: 
  1.  ……………………… 
  2.  ……………………… 
  
 

Ditetapkan di ………………………… 
pada tanggal ………………………… 

 
 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

ttd. 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

Kepala  

Diktum 

Kaki  

Bagian Pengabsahan 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum, 

 

Tanda tangan dan cap dinas 

Kementerian BUMN 

 

Nama Lengkap 
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e. Prosedur Tetap/Prosedur Operasional Standar (POS)/Standard 

Operating Procedures (SOP) 

Pengaturan mengenai Naskah Dinas Arahan berupa Prosedur 

Tetap/POS/SOP, diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. 

f. Surat Edaran 

1) Pengertian 

Surat Edaran yang selanjutnya disingkat SE adalah Naskah 

Dinas yang memuat pemberitahuan atau penjelasan 

tentang hal tertentu yang dianggap penting atau mendesak 

serta ditujukan kepada lingkungan tertentu. 

2) Wewenang penetapan dan penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

SE adalah Menteri BUMN atau pejabat lain yang diberikan 

pelimpahan kewenangan dari Menteri BUMN untuk 

menandatangani atas nama Menteri BUMN. 

3) Susunan 

a) Kepala  

Bagian kepala SE terdiri dari: 

(1) Lambang Negara dan dua baris tulisan, yaitu pada 

baris pertama tulisan “MENTERI BADAN USAHA 

MILIK NEGARA”, dan pada baris kedua tulisan 

“REPUBLIK INDONESIA” (untuk Menteri BUMN) 

dan Logo Kementerian BUMN dan baris tulisan 

“KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA” 

(untuk Peraturan pimpinan unit organisasi Eselon 

I) yang diletakkan secara simetris dan ditulis 

dengan huruf kapital; 

(2) alamat pejabat yang dituju ditulis di margin kiri; 

(3) tulisan SE yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris, diikuti dengan nomor SE yang 

ditulis secara simetris di bawahnya. Penomoran 

merujuk pada ketentuan pemberian kode dan 

nomor surat Kementerian BUMN; 

(4) kata tentang diletakkan di bawah nomor SE, 

ditulis dengan huruf kapital; 
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(5) judul SE ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris di bawah kata tentang tanpa diakhiri 

tanda baca apapun. 

b) Batang tubuh  

Bagian batang tubuh SE terdiri dari: 

(1) alasan tentang perlunya dibuat SE; 

(2) Peraturan yang menjadi dasar pembuatan SE; dan 

(3) uraian materi yang dianggap penting dan 

mendesak. 

c) Kaki  

Bagian kaki SE terdiri dari: 

(1) tempat dan tanggal penetapan; 

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis 

dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda 

baca koma (,); 

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan; 

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, 

ditulis dengan huruf kapital, serta tanpa 

mencantumkan gelar; 

(5) cap dinas; 

(6) tembusan apabila diperlukan. 

d) Penggunaan kertas, huruf, Kop, dan halaman 

(1) Naskah Dinas SE dibuat di atas kertas A4 dengan 

menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 

huruf 11 (sebelas). 

(2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor 

halaman, dan lembar selanjutnya menggunakan 

Kop dan di bawah Kop diberi nomor halaman. 

(3) SE yang ditandatangani pejabat Eselon I (bukan 

atas nama Menteri BUMN) menggunakan Kop 

yang terdiri dari Logo Kementerian BUMN dan 

tulisan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

Republik Indonesia, yang ditetapkan secara 

tersendiri. 

Format SE Menteri BUMN mengacu pada contoh 5A, 5B, dan 5C. 
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CONTOH 5A 

FORMAT SURAT EDARAN MENTERI BUMN 

 

 
 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
Yth.  
1. ……………………….. 
2. ……………………….. 
3. dan seterusnya. 
 

 
SURAT EDARAN  

 
NOMOR SE- … /MBU/ ... /2016 

 
TENTANG 

 
……………………………………………………………………………… 

 
 
 

A. Umum 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
B. Maksud dan Tujuan 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

C. Ruang Lingkup 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

D. Dasar 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

dan seterusnya. 
 
 

 
Ditetapkan di ………………………… 
pada tanggal ………………………… 

 
 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Menteri) 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………………. 
2. ………………………………. 
3. dan seterusnya. 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 
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CONTOH 5B 

FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I  

ATAS NAMA MENTERI BUMN 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
 
Yth.  
1. ……………………….. 
2. ……………………….. 
3. dan seterusnya. 
 

 
SURAT EDARAN  

 
NOMOR SE- … /MBU/ ... /S/2016 

 
TENTANG 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

A. Umum 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 
B. Maksud dan Tujuan 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 

C. Ruang Lingkup 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 

D. Dasar 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 

E. ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
 

dan seterusnya. 
 

Ditetapkan di ………………………... 
pada tanggal ………………………….  

 
a.n. MENTERI  BADAN USAHA MILIK NEGARA 

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN, 

 

Tanda tangan dan cap dinas Kementerian 
BUMN 

 

 

IMAM APRIYANTO PUTRO 

Tembusan: 
1. ………………………………. 
2. ………………………………. 
3. dan seterusnya. 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 
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CONTOH 5C 

FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I  

 

 

 

 
 
 
 
 
Yth. 1. ……………………….. 
 2. ……………………….. 
 3. dan seterusnya. 
 

 
SURAT EDARAN  

 
NOMOR SE- … /S.MBU/ ... /2016     

 
TENTANG 

 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 
 
 

A. Umum 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 
B. Maksud dan Tujuan 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 

C. Ruang Lingkup 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 

D. Dasar 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 

E. ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
 

dan seterusnya. 
 

Ditetapkan di ………………………... 
pada tanggal ………………………….  

 

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN, 

 

 

Tanda tangan dan cap dinas 
Kementerian BUMN 

 

IMAM APRIYANTO PUTRO 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………………. 
2. ………………………………. 
3. dan seterusnya. 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 - Telp. 021 2311754, Fax 3864440 - Jakarta 10110 Indonesia 
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2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) 

Jenis Naskah Dinas Penetapan terdiri atas Keputusan terkait dengan 

Urusan Pemerintahan Umum dan Keputusan terkait dengan Urusan 

Kepemilikan Saham/Modal BUMN dan Perseroan Terbatas.  

a. Pengertian 

Keputusan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan yang 

bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur dan merupakan 

pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 

1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/ 

keanggotaan/material/peristiwa; 

2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/ 

tim/komite; 

3) menetapkan pelimpahan wewenang. 

b. Wewenang penetapan dan penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

Keputusan adalah Menteri BUMN atau pejabat lain yang 

diberikan pelimpahan kewenangan dari Menteri BUMN. 

c. Susunan 

1) Keputusan terkait dengan Urusan Pemerintahan Umum 

a) Kepala 

(1) Kop Naskah Dinas, yang berisi Lambang Negara 

dan nama jabatan “MENTERI BADAN USAHA 

MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA” (untuk 

Menteri) atau Logo Kementerian BUMN dan nama 

instansi “KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA” (untuk pejabat 

struktural selain Menteri), yang ditulis dengan 

huruf kapital secara simetris; 

(2) kata “Keputusan” dan nama jabatan pejabat yang 

menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris; 

(3) nomor Keputusan yang ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris. Penomoran merujuk pada 

ketentuan pemberian kode dan nomor surat 

Kementerian BUMN; 
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(4) kata penghubung “tentang” yang ditulis dengan 

huruf kapital secara simetris; 

(5) judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris; 

(6) nama jabatan pejabat yang menetapkan 

Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca koma. 

b) Konsideran 

Ketentuan yang mengatur konsideran dalam bagian 

Peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis 

untuk konsideran Keputusan. 

c) Dasar hukum 

Ketentuan yang mengatur dasar hukum dalam bagian 

Peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis 

untuk Dasar Hukum Keputusan. 

d) Diktum 

Ketentuan yang mengatur diktum dalam bagian 

Peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis 

untuk diktum Keputusan. 

e) Batang tubuh 

(1) Batang tubuh memuat substansi Keputusan yang 

diuraikan per substansi yang diawali dengan 

bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, 

dan seterusnya yang ditulis dengan huruf kapital 

dan diikuti tanda baca titik dua (:). 

(2) Substansi batang tubuh ditulis setelah bilangan 

bertingkat/diktum dan tanda baca titik dua (:) 

dengan diawali huruf kapital. Apabila lebih dari 

satu baris, awal baris berikutnya sejajar di bawah 

awal kalimat. 

f) Kaki 

Ketentuan yang mengatur kaki dalam bagian 

Peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis 

untuk kaki Keputusan. 

g) Penggunaan kertas, huruf, Kop, dan halaman 
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(1) Naskah Dinas Keputusan terkait dengan Urusan 

Pemerintahan Umum dibuat di atas kertas F4 

dengan menggunakan jenis huruf Arial dengan 

ukuran huruf 11 (sebelas). 

 (2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor 

halaman, dan lembar selanjutnya menggunakan 

Kop dan di bawah Kop diberi nomor halaman. 

(3) Keputusan yang ditandatangani pejabat Eselon I 

(bukan atas nama Menteri BUMN) menggunakan 

Kop yang terdiri dari Logo Kementerian BUMN dan 

tulisan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

Republik Indonesia, yang ditetapkan secara 

tersendiri. 

h) Pengabsahan 

Ketentuan yang mengatur pengabsahan dalam bagian 

Peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis 

untuk pengabsahan Keputusan terkait dengan Urusan 

Pemerintahan Umum. 

i) Distribusi 

Keputusan yang telah dilakukan pengabsahan (salinan 

Peraturan) didistribusikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan dapat mengunakan media 

elektronik. 

j) Hal-hal yang perlu diperhatikan 

(1) Naskah asli yang ditandatangani dibuat dalam 

rangkap 2 (dua), yang pada 1 (satu) rangkapnya 

dibubuhi paraf pada lembar kontrol oleh pejabat 

terkait dan Kepala Biro Hukum. 

(2) Satu naskah asli harus disimpan sebagai file 

(pertinggal) di Tata Usaha Menteri (naskah asli 

yang terdapat lembar kontrol yang telah diparaf 

oleh pejabat terkait dan Kepala Biro Hukum) dan 

naskah lainnya disampaikan kepada pejabat 

pembuat salinan untuk diproses 

pengundangannya dan/atau dibuatkan 

salinannya. 
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Format Keputusan terkait dengan Urusan Pemerintahan Umum 

mengacu pada contoh 6A, 6B, 6C, dan 6D. 

CONTOH 6A 

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI BUMN 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR SK- … /MBU/ ... /2016 
 

TENTANG 
 

………………………………………………….. 
 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 

b. dst; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, 

perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang...; 
 

Mengingat 
 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 
Menetapkan 

 
: 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG ... ... 

 
 
KESATU : ……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

KEDUA : dst. 
 
KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal.... 

 
 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 

1. ........; 

2. dst. 

Ditetapkan di ………………………… 

pada tanggal ………………………… 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Menteri) 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

Kepala 

Konsideran 

Kaki 

Dasar Hukum 

Diktum 

Batang Tubuh 

 

www.peraturan.go.id



2016, No.2111 
-41- 

CONTOH 6B 

FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I 

ATAS NAMA MENTERI BUMN 

 

 
 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR SK- … /MBU/S/ ... /2016 
 

TENTANG 
 

………………………………………………… 
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 
b. dst; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
tentang... 

 
Mengingat 
 
 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG …. . 

 
KESATU : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KEDUA : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KETIGA :  Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ……………. 

 
 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 
1. …; 
2. …; 
3. dst. 

 

 

Ditetapkan di ………………………... 

pada tanggal ………………………….  

 

a.n. MENTERI  BADAN USAHA MILIK NEGARA 

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN, 

 

Tanda tangan dan cap dinas Kementerian 
BUMN 

 

 

IMAM APRIYANTO PUTRO 

 

 

 

Kepala 

Konsideran 

Kaki 

Dasar Hukum 

Diktum 

Batang Tubuh 
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CONTOH 6C 

FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I 

 

 
 

 

 

 

 
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR SK- … /S.MBU/ ... /2016 
 

TENTANG 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 
b. dst; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara tentang... 

 
Mengingat 
 
 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK 
NEGARATENTANG …. . 

 
 
KESATU : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KEDUA : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KETIGA :  Keputusan Sekretaris Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ……………. 

 
 

Salinan Keputusan Sekretaris Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 
1. …; 
2. …; 
3. dst. 

 

Ditetapkan di ……………………………….. 

pada tanggal ………………………………….  

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN, 

 

Tanda tangan dan cap dinas Kementerian 
BUMN 

 

IMAM APRIYANTO PUTRO 

 

 

Kepala 

Konsideran 

Kaki 

Dasar Hukum 

Diktum 

Batang Tubuh 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 - Telp. 021 2311754, Fax 3864440 - Jakarta 10110 Indonesia 
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CONTOH 6D 

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR SK- … /MBU/ ... /2016 
 

TENTANG 
 

……………………………………………… 
 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 

b. dst; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, 

perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang...; 
 

Mengingat 
 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan 

 
: 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG ... ... 

 
 
KESATU : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KEDUA : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KETIGA :  Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ……………. 

 
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 
1. …; 
2. …; 
3. dst. 

 
 

Ditetapkan di ………………………… 
pada tanggal ………………………… 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

ttd. 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

Kepala 

Konsideran 

Kaki 

Dasar Hukum 

Diktum 

Batang Tubuh 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum, 

 

Tanda tangan dan cap dinas Kementerian 
BUMN 

 

Nama Lengkap 

Bagian 

Pengabsahan 
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2) Keputusan terkait dengan Urusan Kepemilikan Saham/Modal 

BUMN dan Perseroan Terbatas (Keputusan Pemegang 

Saham/Pemilik Modal) 

a) Kepala 

(1) Kop Naskah Dinas, yang berisi Lambang Negara dan 

nama jabatan "MENTERI BADAN USAHA MILIK 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA" (untuk Menteri) atau 

Logo Kementerian BUMN dan nama instansi 

"KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA" (untuk pejabat struktural 

selain Menteri), yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris. Dalam hal terdapat pemegang saham 

lain selain negara, tidak menggunakan Kop Naskah 

Dinas. 

(2) Kata  "Keputusan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara" diikuti dengan nama jabatan pejabat yang 

menetapkan serta frasa "Selaku Pemegang 

Saham/Pemilik Modal Perusahaan Perseroan (Persero) 

PT.../Perusahaan Umum (Perum)...", yang ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris. Dalam hal 

terdapat pemegang saham lain selain negara, setelah 

kata "Keputusan", diikuti dengan frasa "Para Pemegang 

Saham Perusahaan Perseroan PT... ./PT...". 

(3) Nomor Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris. Penomoran merujuk pada ketentuan 

pemberian kode dan nomor surat Kementerian BUMN. 

(4) Kata penghubung "tentang" yang ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris. 

(5) Judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris. 

b) Konsideran  

Ketentuan yang mengatur konsideran dalam bagian 

Peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis 

untuk konsideran Keputusan Pemegang Saham/Pemilik 

Modal. 

c) Dasar hukum  

Ketentuan yang mengatur dasar hukum dalam bagian 

Peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis 
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untuk dasar hukum Keputusan Pemegang Saham/Pemilik 

Modal. 

d) Diktum  

Ketentuan yang mengatur diktum dalam bagian Peraturan 

(angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis untuk diktum 

Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal. 

e) Batang tubuh 

(1) Batang tubuh memuat substansi Keputusan yang 

diuraikan per substansi yang diawali dengan bilangan 

bertingkat/diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan 

seterusnya yang ditulis dengan huruf kapital dan 

diikuti tanda baca titik dua (:). 

(2) Substansi batang tubuh ditulis setelah bilangan 

bertingkat/diktum dan tanda baca titik dua (:), dengan 

diawali huruf kapital. Apabila terdapat lebih dari satu 

baris, awal baris berikutnya sejajar di bawah awal 

kalimat. 

f) Kaki 

Bagian kaki Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal 

terdiri dari: 

(1) tempat dan tanggal penetapan Keputusan; 

(2) nama jabatan yang menandatangani: 

(a) untuk Perusahaan Umum (Perum) menggunakan frasa 

“MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA SELAKU PEMILIK MODAL PERUSAHAAN 

UMUM (PERUM) ….”; 

(b) untuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

negara menggunakan frasa “MENTERI BADAN USAHA 

MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA SELAKU 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN 

PERSEROAN (PERSERO) PT ….”; 

(c) untuk Persero dan Perseroan Terbatas (PT) yang tidak 

seluruh sahamnya dimiliki oleh negara menggunakan 

frasa “PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN 

PERSEROAN (PERSERO) PT…/PT...”. Pada kolom 

tanda tangan menggunakan frasa “Sekretaris 

Kementerian BUMN/Deputi Bidang ... Selaku Kuasa 

Menteri Badan Usaha Milik Negara”, dalam hal 

Menteri BUMN memberikan kuasa;  
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(d) untuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

negara dan Perum menggunakan frasa “KUASA 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN/DEPUTI 

BIDANG …”, dalam hal Menteri BUMN memberikan 

kuasa; 

(3) tanda tangan yang menetapkan Keputusan; 

(4) nama lengkap yang menandatangani Keputusan, tanpa 

mencantumkan gelar dan Nomor Induk Pegawai (NIP); 

(5) dalam hal Persero dan PT yang tidak seluruh 

sahamnya dimiliki oleh negara, di bawah nama 

penandatangan, dicantumkan jabatan pejabat yang 

menandatangani yang ditulis secara simetris dengan 

huruf kapital; 

(6) cap dinas pada bagian kiri tanda tangan dan 

menyentuh sebagian tanda tangan. Dalam hal 

Keputusan ditandatangani langsung oleh Menteri 

BUMN, maka menggunakan cap dinas Menteri BUMN. 

Dalam hal Keputusan ditandatangani oleh kuasa 

Menteri BUMN, maka menggunakan cap dinas 

Kementerian BUMN. 

g) Penggunaan kertas, huruf, Kop, dan halaman 

(1) Naskah Dinas Keputusan Pemegang Saham/ Pemilik 

Modal BUMN dibuat di atas kertas F4 dengan 

menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 

11 (sebelas).  

(2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor 

halaman, dan lembar selanjutnya menggunakan Kop 

dan di bawah Kop diberi nomor halaman. 

(3) Khusus Naskah Dinas Keputusan Pemegang Saham 

Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara, 

menggunakan kertas dengan ukuran A4 tanpa Kop. 

h) Pengabsahan 

(1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa 

sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah 

suatu Keputusan telah dicatat dan diteliti, sehingga 

dapat diumumkan oleh Kepala Biro Hukum. 

(2) Dikecualikan dari butir (1), terhadap Keputusan yang 

dilakukan oleh Menteri BUMN atau pejabat 

dibawahnya dalam rangka aksi korporasi, yaitu 
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pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas dan Keputusan Menteri 

atau Kuasanya selaku Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS)/Pemegang Saham, pengabsahannya dilakukan 

oleh Asisten Deputi Layanan Hukum. 

(3) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda 

tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata 

salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, tanda 

tangan, nama pejabat penanda tangan, dan dibubuhi 

cap dinas Kementerian BUMN yang bersangkutan. 

i) Distribusi 

Ketentuan yang mengatur distribusi dalam bagian 

Peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis 

untuk distribusi Keputusan Pemegang Saham/Pemilik 

Modal. 

j) Hal-hal yang perlu diperhatikan 

(1) Ketentuan yang mengatur hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam bagian peraturan (angka 1 huruf a.) 

berlaku  mutatis  mutandis  untuk  hal-hal  

yang perlu diperhatikan Keputusan Pemegang 

Saham/Pemilik Modal. 

(2) Format dan penomoran bagi Keputusan yang diambil 

dalam forum fisik RUPS yang dituangkan dalam 

risalah, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku pada masing-masing perusahaan. 

 

Format Keputusan terkait dengan Urusan Kepemilikan 

Saham/Modal BUMN dan PT mengacu pada contoh 7A, 7B, 7C, 

7D, 7E, 7F, dan 7G. 
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CONTOH 7A 

FORMAT KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM UNTUK PERSERO  

YANG SELURUH SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA  

DAN DITANDATANGANI OLEH PEMEGANG SAHAM 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ……………………………  
 

NOMOR SK- … /MBU/ ... /2016 
 

TENTANG 
 

………………………………………………… 
 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA, 

PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT ……………………….., 

Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 
b. dst; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, 

perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
………………tentang...; 

 
Mengingat 
 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 
Menetapkan 

 
: 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT 
UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT ……………… TENTANG ......................... 

 
KESATU : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KEDUA : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KETIGA :  Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ……………. 

 
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 
1. …; 
2. …; 
3. dst. 

 
Ditetapkan di ………………………… 

pada tanggal ………………………… 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT …………, 

 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Menteri) 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

Kepala 

Konsideran 

Kaki 

Diktum 

Batang Tubuh 

Dasar Hukum 
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CONTOH 7B 

FORMAT KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM UNTUK PERSERO  

YANG SELURUH SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA  

DAN DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN/DEPUTI  

SELAKU KUASA PEMEGANG SAHAM 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA 
SELAKU PEMEGANG SAHAM  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ……….  
 

NOMOR SK- … /MBU/D1/ ... /2016 
 

TENTANG 
 

………………………………………………… 
 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA, 

PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT ……………………….., 

Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 
b. dst; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, 

perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku 
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ……………… 
tentang...; 

 
Mengingat 
 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 
Menetapkan 

 
: 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU PEMEGANG 
SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ……................ 
TENTANG  ………. 

 
KESATU : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KEDUA : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KETIGA :  Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ……………. 

 
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 
1. …; 
2. …; 
3. dst. 

 
Ditetapkan di ……………………………….. 
pada tanggal ………………………………….  
 
KUASA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI AGRO DAN FARMASI  
 
 

 

 

 

WAHYU KUNCORO 

Kepala 

Konsideran 

Kaki 

Diktum 

Batang Tubuh 

Dasar Hukum 
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CONTOH 7C 

FORMAT KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM UNTUK PERSERO YANG TIDAK 

SELURUH SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA  

DAN DITANDATANGANI OLEH PEMEGANG SAHAM 

 

 
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ……………………………  
 

NOMOR SK- … /MBU/ … /2016 

NOMOR SK-111/MBU/...../2015 
 

TENTANG 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT ……………………………  

 
 

Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 
b. dst; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, 

perlu menetapkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT ……………… tentang...; 

 
Mengingat 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan 

 
: 

 
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN 
(PERSERO) PT ……………… TENTANG ......................... 

 
KESATU : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KEDUA : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KETIGA :  Keputusan Para Pemegang Saham ini mulai berlaku pada tanggal ……………. 

 
Salinan Keputusan Para Pemegang Saham ini disampaikan kepada Yth.: 
1. …; 
2. …; 
3. dst. 

 
Ditetapkan di …………………… 
pada tanggal …………………… 

 
PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 

PT ……………………………  
 

 
 
 
 
 

  

GANJAR PRANOWO 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

HENDRAR PRIHADI 

WALIKOTA SEMARANG 

RINI M. SOEMARNO 

MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

Kepala 

Konsideran 

Kaki 

Diktum 

Batang Tubuh 

Dasar Hukum 

Meterai 

Rp. 6.000,- 

www.peraturan.go.id



2016, No.2111 
-51- 

CONTOH 7D 

FORMAT KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM UNTUK PERSERO YANG TIDAK 

SELURUH SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA  

DAN DITANDATANGANI OLEH KUASA PEMEGANG SAHAM 

 

 
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ………. 
 

NOMOR SK- … /MBU/ ... /2016 

NOMOR SK-111/MBU/...../2015 
 

TENTANG 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT ………. 

 
 

Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 
b. dst; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, 

perlu menetapkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT ……………… tentang...; 

 
Mengingat 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan 

 
: 

 
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN 
(PERSERO) PT ……………… TENTANG ......................... 

 
KESATU : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KEDUA : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KETIGA :  Keputusan Para Pemegang Saham ini mulai berlaku pada tanggal ……………. 

 
Salinan Keputusan Para Pemegang Saham ini disampaikan kepada Yth.: 
1. …; 
2. …; 
3. dst. 

 
Ditetapkan di …………………… 
pada tanggal …………………… 

 
PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 

PT ……………………………  
 

 
 
 
 
 

  

GANJAR PRANOWO 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

DZULMI HENDRAR PRIHADI 

WALIKOTA SEMARANG 

EDWIN HIDAYAT ABDULLAH 

DEPUTI BIDANG USAHA 
ENERGI, LOGISTIK, KAWASAN, 

DAN PARIWISATA  

SELAKU KUASA MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

Kepala 

Konsideran 

Kaki 

Diktum 

Batang Tubuh 

 

Dasar Hukum 

Meterai 

Rp. 6.000,- 
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CONTOH 7E 

FORMAT KEPUTUSAN PEMILIK MODAL UNTUK PERUSAHAAN UMUM  

YANG DITANDATANGANI OLEH PEMILIK MODAL 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
SELAKU PEMILIK MODAL  

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ……………………………  
 

NOMOR SK- … /MBU/ ... /2016 
 

TENTANG 
 

………………………………………………… 
 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA, 

PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT ……………………….., 

Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 
b. dst; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, 

perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku 
Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) ……………… tentang...; 

 
Mengingat 
 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 
Menetapkan 

 
: 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU PEMILIK 
MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ……………… TENTANG... 

 
KESATU : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KEDUA : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KETIGA :  Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ……………. 

 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 
1. …; 
2. …; 
3. dst. 

 

 

Ditetapkan di ………………………… 

pada tanggal ………………………… 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

SELAKU PEMILIK MODAL  

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) …………, 

 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Menteri) 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

Kepala 

Konsideran 

Kaki 

Diktum 

Batang Tubuh 

 

Dasar Hukum 
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CONTOH 7F 

FORMAT KEPUTUSAN PEMILIK MODAL UNTUK PERUM  

YANG DITANDATANGANI OLEH KUASA PEMILIK MODAL 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
SELAKU PEMILIK MODAL  

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ……….  
 

NOMOR SK- … /MBU/D1/ ... /2016 
 

TENTANG 
 

………………………………………………… 
 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA, 

PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT ……………………….., 

Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 
b. dst; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, 

perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku 
Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) ……………… tentang ...; 

 
Mengingat 
 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 
Menetapkan 

 
: 

 
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI AGRO DAN FARMASI 
SELAKU KUASA MENTERI BUMN SEBAGAI PEMILIK MODAL PERUSAHAAN 
UMUM (PERUM) ……………… TENTANG ... 

 
KESATU : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KEDUA : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KETIGA :  Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ……………. 

 
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 
1. …; 
2. …; 
3. dst. 

Ditetapkan di ……………………………….. 
pada tanggal ………………………………….  
 
KUASA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI AGRO DAN FARMASI  
 
 
 
 

 

WAHYU KUNCORO 

 

Kepala 

Konsideran 

Kaki 

Diktum 

Batang Tubuh 

 

Dasar Hukum 
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CONTOH 7G 

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS UNTUK 

PERSERO YANG SELURUH SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA DAN 

DITANDATANGANI OLEH PEMEGANG SAHAM 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
SALINAN 

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ……………………………  

 
NOMOR SK- … /MBU/ ... /2016 

 
TENTANG 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA, 

PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT ……………………….., 

Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 
b. dst; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, 

perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
………………tentang...; 

 
Mengingat 
 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan 

 
: 

 
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT 
UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT ……………… TENTANG ......................... 

 
KESATU : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KEDUA : …………..………………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………………… 
 
KETIGA :  Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ……………. 

 
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 
1. …; 
2. …; 
3. dst. 

 

Ditetapkan di ………………………… 

pada tanggal ………………………… 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT …………, 

 

 

ttd. 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

Kepala 

Konsideran 

Kaki 

Diktum 

Batang Tubuh 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Asisten Deputi Layanan Hukum, 

 

Tanda tangan dan cap dinas Kementerian 
BUMN 

 

Nama Lengkap 

Bagian Pengabsahan 

Dasar Hukum 
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3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas) 

a. Surat Perintah 

1) Pengertian 

Surat Perintah adalah Naskah Dinas dari atasan atau 

pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan 

atau pegawai lainnya yang berisi perintah untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu. Surat Perintah 

digunakan dalam rangka penunjukan pejabat pengganti 

berupa Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) 

dalam jabatan struktural di lingkungan Kementerian 

BUMN, hingga pejabat definitif ditetapkan atau kembali di 

tempat. 

2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan 

Surat Perintah dibuat dan ditandatangani oleh 

pimpinan/pejabat atasan yang berwenang berdasarkan 

lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala Surat Perintah terdiri dari: 

(1) kepala Naskah Dinas, yang berisi gambar 

Lambang Negara atau Logo Kementerian BUMN 

dan kata Menteri BUMN Republik Indonesia atau 

nama instansi, yang diletakkan secara simetris 

dan ditulis dengan huruf kapital; 

(2) tulisan Surat Perintah yang diletakkan di bawah 

kepala dengan huruf kapital, diikuti nomor Surat 

Perintah ditulis secara simetris dibawahnya. 

Penomoran merujuk pada ketentuan pemberian 

kode dan nomor surat Kementerian BUMN. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh Surat Perintah terdiri dari: 

(1) konsideran, meliputi pertimbangan dan/atau 

dasar pertimbangan yang memuat alasan 

ditetapkannya Surat Perintah, serta dasar 
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ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya 

Surat Perintah tersebut; 

(2) diktum dimulai dengan kata Memberi Perintah, 

yang diletakkan secara simetris dan ditulis 

dengan huruf kapital, diikuti kata Kepada di tepi 

kiri serta nama dan jabatan pegawai yang 

mendapat perintah. Di bawah kata Kepada ditulis 

kata Untuk disertai perintah yang harus 

dilaksanakan. 

c) Kaki 

Bagian kaki Surat Perintah terdiri dari: 

(1) tempat dan tanggal penetapan Surat Perintah; 

(2) nama jabatan pejabat yang menandatangani Surat 

Perintah, yang ditulis dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca koma (,); 

(3) tanda tangan pejabat yang memberi perintah; 

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani 

Surat Perintah, yang ditulis dengan huruf kapital; 

(5) cap dinas; 

(6) tembusan (bila diperlukan). 

d) Penggunaan kertas, huruf, Kop, dan halaman 

(1) Naskah Dinas Surat Perintah dibuat di atas kertas 

F4 dengan menggunakan jenis huruf Arial dengan 

ukuran huruf 11 (sebelas). 

(2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor 

halaman, dan lembar selanjutnya menggunakan 

Kop dan di bawah Kop diberi nomor halaman. 

(3) Surat Perintah yang ditandatangani pejabat 

Eselon I (bukan atas nama Menteri BUMN) 

menggunakan Kop yang terdiri dari Logo 

Kementerian BUMN dan tulisan Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, 

yang ditetapkan secara tersendiri. 

4) Distribusi 

a) Surat Perintah disampaikan kepada yang mendapat 

perintah oleh pemberi perintah, melalui tata usaha 

pemberi perintah. 
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b) Tembusan Surat Perintah disampaikan kepada 

pejabat/instansi yang terkait. 

5) Hal yang perlu diperhatikan 

a) Bagian konsideran memuat pertimbangan/dasar. 

b) Jika Surat Perintah merupakan tugas kolektif, daftar 

pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran 

yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, 

NIP, jabatan dan keterangan (jika diperlukan). 

c) Pada dasarnya Surat Perintah ditetapkan oleh atasan 

pegawai. Kecuali, apabila karena pertimbangan 

tertentu pejabat tersebut diberi wewenang tertulis 

untuk menetapkan Surat Perintah untuk diri sendiri. 

d) Surat Perintah tidak berlaku lagi setelah perintah 

selesai dilaksanakan. 

Format Surat Perintah merujuk pada contoh 8A dan 8B. 
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CONTOH 8A 

FORMAT SURAT PERINTAH MENTERI BUMN 

 

 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
SURAT PERINTAH 

NOMOR PRINT- … /MBU/ ... /2016 
 
 
 

Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………......; 
b. bahwa …………………………………………………………………………; 
 
 

Dasar  
 
 
 

: 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 

Memberi Perintah 
 
 
 

Kepada : 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 
3. …………………………………………………………………………………….; 
4. dst. 
 

Untuk : 1. …………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………….; 
3. …………………………………………………………………………………….; 
4. dst.  

 
 

 
Ditetapkan di ………………………... 
pada tanggal …………………………  
 

 

MENTERI  

BADAN USAHA MILIK NEGARA, 

 

 

Tanda tangan dan cap dinas Menteri 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. …………………………. 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  
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SURAT PERINTAH 
NOMOR PRINT- … /S.MBU/ ... /2016 

 
 

Menimbang : a. bahwa ………………………………………………………………......; 
b. bahwa …………………………………………..………………………; 
 
 

Dasar  
 
 
 

: 1. …………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………….; 

Memberi Perintah 
 
 
 

Kepada : 1. …………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………….; 
3. …………………………………………………………………………….; 
4. dst. 
 

Untuk : 1. …………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………….; 
3. …………………………………………………………………………….; 
4. dst. 

 
 

 
Ditetapkan di ………………………….. 
pada tanggal ………..…………………. 
 

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN, 

 

 

Tanda tangan dan cap dinas 
Kementerian BUMN 

 

 

IMAM APRIYANTO PUTRO 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. …………………………. 

CONTOH 8B 

FORMAT SURAT PERINTAH PEJABAT ESELON I 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 - Telp. 021 2311754, Fax 3864440 - Jakarta 10110 Indonesia 
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b. Surat Tugas  

1) Pengertian 

Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Naskah 

Dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang 

ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang 

berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. ST digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan kedinasan dalam jangka waktu 

tertentu, seperti perjalanan dinas dalam negeri atau luar 

negeri. 

2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan 

ST dibuat dan ditandatangani oleh atasan/pejabat yang 

berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan 

tanggung jawabnya. 

3) Susunan 

a) Kepala  

Bagian kepala ST terdiri dari: 

(1) kepala Naskah Dinas, yang berisi gambar 

Lambang Negara atau Logo Kementerian BUMN 

dan kata Menteri BUMN Republik Indonesia atau 

nama instansi, yang diletakkan secara simetris 

dan ditulis dengan huruf kapital; 

(2) tulisan ST yang diletakkan di bawah kepala 

dengan huruf kapital, diikuti nomor ST ditulis 

secara simetris dibawahnya. Penomoran merujuk 

pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat 

Kementerian BUMN. 

b) Batang tubuh  

Bagian batang tubuh ST terdiri dari: 

(1) alasan penugasan yang diikuti dengan kata 

menugasi kepada para pejabat/pegawai yang 

mendapat tugas (nama, NIP, pangkat/golongan, 

dan jabatan). Dibawahnya memuat tugas yang 

harus dilaksanakan serta jangka waktu 

pelaksanaan kegiatan; 
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(2) penutup yang memuat perintah pelaksanaan tugas, 

menyampaikan laporan, dan bila diperlukan diikuti 

dengan permintaan bantuan pihak terkait untuk 

memudahkan pelaksanaan tugas. 

c) Kaki  

Bagian kaki ST terdiri dari: 

(1) tempat dan tanggal penetapan ST; 

(2) nama jabatan pejabat yang menandatangani ST, yang 

ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri dengan 

tanda baca koma (,); 

(3) tanda tangan pejabat yang memberi tugas; 

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani ST, yang 

ditulis dengan huruf awal kapital; 

(5) cap dinas; 

(6) tembusan (bila diperlukan). 

e) Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

(1) Naskah Dinas ST dibuat di atas kertas A4 dengan 

menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 

11 (sebelas). 

(2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor 

halaman, dan lembar selanjutnya menggunakan Kop 

dan di bawah Kop diberi nomor halaman. 

(3) ST yang ditandatangani pejabat Eselon I (bukan atas 

nama Menteri BUMN) dan Eselon II menggunakan Kop 

yang terdiri dari Logo Kementerian BUMN dan tulisan 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia, yang ditetapkan secara tersendiri. 

4) Distribusi 

a) ST disampaikan kepada yang mendapat tugas; 

b) tembusan disampaikan kepada pejabat/instansi yang 

terkait. 

5) Hal yang perlu diperhatikan 

a) ST tidak menggunakan konsideran; 

b) apabila ST merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang 

ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari 

kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan dan 

keterangan; 

c) pada dasarnya ST ditetapkan oleh atasan pegawai, kecuali 

apabila karena pertimbangan tertentu pejabat tersebut 
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diberi wewenang tertulis untuk menetapkan ST untuk diri 

sendiri; 

d) ST tidak berlaku lagi setelah tugas selesai dilaksanakan. 

Format ST dapat mengacu pada contoh 9A, 9B, dan 9C. 
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CONTOH 9A 

FORMAT SURAT TUGAS MENTERI BUMN 

 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

SURAT TUGAS 

NOMOR ST- … /MBU/ ... /2016 

 

 

 

Dalam rangka …………………………, kami menugasi: 

 
1. Nama/NIP  : 

pangkat/golongan : 
jabatan  : 

2. Nama/NIP  : 
pangkat/golongan : 
jabatan  : 

3. s.d. 5 

Untuk 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Ditetapkan di …………………….…….. 

pada tanggal …………………………….  

 

 

MENTERI 
BADAN USAHA MILIK NEGARA, 

 

 

Tanda tangan dan cap dinas Menteri 

 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. …………………………. 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  
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CONTOH 9B 

FORMAT SURAT TUGAS PEJABAT ESELON I 

 
 

 

 

 

 

SURAT TUGAS 

NOMOR ST- … /S.MBU/ … /2016 

 

 

 

Dalam rangka …………………………, kami menugasi: 

 
1. Nama/NIP  : 

pangkat/golongan : 
jabatan  : 

2. Nama/NIP  : 
pangkat/golongan : 
jabatan  : 

3. s.d. 5 

untuk 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Ditetapkan di ………………………….. 

pada tanggal …..……………………….  

 

 

Sekretaris Kementerian BUMN, 

 

 

Tanda tangan dan cap dinas 
Kementerian BUMN 

 

 

Imam Apriyanto Putro 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. …………………………. 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 - Telp. 021 2311754, Fax 3864440 - Jakarta 10110 Indonesia 
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CONTOH 9C 

FORMAT SURAT TUGAS PEJABAT ESELON II 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT TUGAS 

NOMOR ST-… /S.MBU.3/ … /2016 

 

 

 

Dalam rangka …………………………, kami menugasi: 

 
1. Nama/NIP  : 

pangkat/golongan : 
jabatan  : 

2. Nama/NIP  : 
pangkat/golongan : 
jabatan  : 

3. s.d. 5 

Untuk 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Ditetapkan di …..……………………….. 

pada tanggal ………….………………….  

 

 

 

Kepala Biro Umum dan Humas, 

 

 

Tanda tangan dan cap dinas 
Kementerian BUMN 

 

 

Wahyu Wibowo 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. …………………………. 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 - Telp. 021 2311754, Fax 3864440 - Jakarta 10110 Indonesia 
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E. Naskah Dinas Korespondensi 

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern 

a. Nota Dinas 

1) Pengertian 

Nota Dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh 

seorang pejabat dalam melaksanakan tugas guna 

menyampaikan laporan, pemberitahuan/mengingatkan 

suatu masalah, pernyataan, permintaan, saran atau 

penyampaian pendapat kepada pejabat lain. Nota Dinas 

memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas dan 

lengkap, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh 

pejabat yang dituju. 

Ruang lingkup penggunaan Nota Dinas terdiri dari: 

a) Nota Dinas pejabat Eselon I kepada Menteri BUMN, 

pejabat eselon II kepada pejabat eselon I, pejabat 

eselon III kepada pejabat eselon II, dan pejabat eselon 

IV kepada pejabat eselon III; 

b) Nota Dinas antar pejabat eselon I, antar pejabat eselon 

II, antar pejabat eselon III, dan antar pejabat eselon IV. 

2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan 

Nota Dinas dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Eselon I 

kepada Menteri BUMN dan pejabat eselon I lain, pejabat 

eselon II kepada pejabat eselon I dan pejabat eselon II lain, 

pejabat eselon III kepada pejabat eselon II dan pejabat 

eselon III lain, dan pejabat eselon IV kepada pejabat eselon 

III dan pejabat eselon IV lain. 

3) Susunan 

a) Kepala  

Bagian kepala Nota Dinas terdiri dari: 

(1) kepala Nota Dinas yang berisi tulisan instansi 

Kementerian BUMN, yang ditulis secara simetris 

dengan huruf kapital dicetak tebal jenis Arial  

ukuran huruf 18; 

(2) garis pemisah horisontal atas dengan panjang 

sama dengan lebar ruang penulisan Nota Dinas 

dengan ukuran tebal 2 pt; 
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(3) tulisan Nota Dinas dicantumkan di bawah garis 

pemisah, ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris dengan huruf kapital dicetak tebal jenis 

Arial ukuran huruf 16; 

(4) kata Nomor ditulis di bawah tulisan Nota Dinas 

tanpa diakhiri tanda baca titik dua (:) secara 

simetris. Penomoran merujuk pada ketentuan 

pemberian kode dan nomor surat Kementerian 

BUMN; 

(5) singkatan Yth. ditulis di bawah nomor diikuti 

tanda baca titik dua (:); 

(6) kata Dari diikuti tanda baca titik dua (:), ditulis di 

bawah singkatan Yth.; 

(7) kata Sifat ditulis di bawah kata Dari diikuti tanda 

baca titik dua (:); 

(8) kata Lampiran ditulis di bawah kata Sifat diikuti 

tanda baca titik dua (:), apabila tidak ada 

lampiran tidak perlu dicantumkan tulisan 

Lampiran; 

(9) kata Hal diikuti tanda baca titik dua (:), 

mencantumkan masalah pokok Nota Dinas ditulis 

sesingkat mungkin, diawali huruf kapital pada 

setiap kata dan tidak diakhiri tanda baca titik (.); 

(10) kata Tanggal ditulis paling bawah diikuti tanda 

baca titik dua (:) dengan huruf awal kapital; 

(11) penulisan hal sebagaimana dimaksud angka (5) 

sampai dengan angka (10) ditulis rata kiri. 

b) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari: 

(1) alinea pembuka; 

(2) alinea isi; 

(3) alinea penutup yang singkat, padat dan jelas. 

c) Kaki 

Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari: 

(1) nama jabatan penandatangan; 

(2) tanda tangan pejabat; 
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(3) nama lengkap penandatangan surat, ditulis 

dengan huruf awal kapital tanpa gelar dan tanpa 

diberi tanda baca titik (.); 

(4) kata Tembusan yang ditulis lengkap di margin kiri 

bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak 

diberi garis bawah. Frasa “Kepada Yth.” atau 

“Disampaikan kepada Yth.” tidak perlu 

dicantumkan, dan tidak perlu ditambahkan pula 

kata sebagai laporan, arsip, atau istilah 

sejenisnya. Dalam hal tembusan lebih dari satu 

ditulis, berurutan ke bawah dengan mengunakan 

angka Arab. 

4) Hal yang perlu diperhatikan 

a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas; 

b) tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern 

instansi; 

c) dalam hal Nota Dinas dibuat oleh lebih dari satu 

pejabat, tidak perlu mencantumkan kata “BERSAMA” 

setelah frasa “NOTA DINAS”. Masing-masing nomor 

Nota Dinas pejabat ditulis di bawah frasa “NOTA 

DINAS”, yang seluruhnya diawali dengan kata nomor. 

 

Format Nota Dinas mengacu pada contoh 10A, 10B, dan 10C.  
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CONTOH 10A 

FORMAT NOTA DINAS YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON II 

 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

NOTA DINAS 

NOMOR ND- … /S.MBU.3/2016 

 

 

Yth.  : …………………………………………………………… 

Dari : …………………………………………………………… 

Sifat : …………………………………………………………… 

Lampiran  : …………………………………………………………… 

Hal : …………………………………………………………… 

Tanggal : Tanggal Bulan Tahun  

 

 

………………………………(alinea pembuka) 
…………………………………………………………………………………     
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………(alinea isi) 
………………………………………………………………………………… ……….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………(alinea penutup) 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Kepala Biro Umum dan Humas, 

 

Tanda tangan 

 

Wahyu Wibowo 

 

 

 

 

Tembusan: 

1. ………………………….; 
2. ………………………….; 

3. dst. 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  
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CONTOH 10B 

FORMAT NOTA DINAS YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON II ATAS 

NAMA PEJABAT ESELON I 

 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 
NOTA DINAS 

NOMOR ND- … /D1.MBU/ ... /1/2016 
 
 

Yth.  : …………………………………………………………… 
Dari : …………………………………………………………… 
Sifat : …………………………………………………………… 
Lampiran  : …………………………………………………………… 
Hal : …………………………………………………………… 
Tanggal : Tanggal Bulan Tahun  

 
 

………………………………(alinea pembuka)  
…………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 
………………………………(alinea isi) 

………………………………………………………………………………… ……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 
………………………………(alinea penutup) 

………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

a.n.  Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan 
Farmasi  
Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Agro 
dan Farmasi I, 
 
 
Tanda tangan 
 
 
(Nama Pejabat) 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. ………………………….; 
3. dst. 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  
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CONTOH 10C 

FORMAT NOTA DINAS YANG DITANDATANGANI LEBIH DARI SATU PEJABAT 

 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 
NOTA DINAS  

NOMOR ND- … /S.MBU/ … /2016 
NOMOR ND- … /D1.MBU/ … /2016 
NOMOR ND- … /D6.MBU/ ... /2016 

 
 

Yth.  : …………………………………………………………… 
Dari : …………………………………………………………… 
Sifat : …………………………………………………………… 
Lampiran  : …………………………………………………………… 
Hal : …………………………………………………………… 
Tanggal : Tanggal Bulan Tahun  

 
 

………………………………(alinea pembuka) 
…………………………………………………………………………………     
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………(alinea isi) 

………………………………………………………………………………… ……….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………(alinea penutup) 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

Sekretaris Kementerian BUMN, 

 

 

 

 

Imam Apriyanto Putro 

 

Deputi Bidang Usaha Industi Agro 
dan Farmasi, 

 

 

 

Wahyu Kuncoro 

 

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, 

 

 

 

 

Hambra 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. ………………………….; 
3. dst. 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  
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b. Memorandum 

1) Pengertian 

Memorandum adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh 

seorang pejabat dalam melaksanakan tugas guna 

menyampaikan hal yang bersifat pemberitahuan/ 

mengingatkan suatu masalah, pernyataan, permintaan, 

saran, menyampaikan arahan dan peringatan.  

Ruang lingkup penggunaan Memorandum, yaitu: 

a) Memorandum Menteri BUMN kepada pejabat 

dibawahnya, pejabat eselon I kepada pejabat 

dibawahnya, pejabat eselon II kepada pejabat 

dibawahnya, dan pejabat eselon III kepada pejabat 

eselon IV dan/atau pelaksana dan pejabat eselon IV 

kepada pelaksana. 

b) Memorandum pejabat eselon I kepada pejabat eselon I 

lainnya dan pejabat eselon II, dan/atau pejabat eselon 

III, dan/atau pejabat eselon IV, dan/atau pelaksana. 

c) Memorandum pejabat eselon II kepada pejabat eselon II 

lainnya dan pejabat eselon III, dan/atau pejabat eselon 

IV dan/atau pelaksana. 

2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan 

Memorandum dibuat dan ditandatangani oleh Menteri 

BUMN kepada pejabat dibawahnya, pejabat eselon I kepada 

pejabat dibawahnya, pejabat eselon II kepada pejabat 

dibawahnya, dan pejabat eselon III kepada pejabat eselon IV 

dan/atau pelaksana, dan pejabat eselon IV kepada 

pelaksana. 

3) Susunan, batang tubuh, kaki, dan hal-hal yang perlu 

diperhatikan pada Naskah Dinas “Nota Dinas”, berlaku 

mutatis mutandis bagi Naskah Dinas “Memorandum”. 

Format Memorandum pada prinsipnya sama dengan Format Nota 

Dinas, mengacu pada contoh 11. 
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CONTOH 11 

FORMAT MEMORANDUM  

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 
MEMORANDUM 

NOMOR MO- … /S.MBU.3/09/2016 
 
 

Yth.  : …………………………………………………………… 
Dari : …………………………………………………………… 
Hal : …………………………………………………………… 
Tanggal : Tanggal Bulan Tahun  

 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Kepala Biro Umum dan Humas, 
 

 

Tanda tangan 

 

 

Wahyu Wibowo 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. ………………………….; 
3. dst. 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  
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2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas) 

Jenis Naskah Dinas Korespondensi eksternal hanya ada satu macam, 

yaitu Surat Dinas. 

a. Pengertian 

Surat Dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas pejabat 

dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa 

pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah 

Dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak 

lain di luar organisasi Kementerian BUMN. 

b. Wewenang penandatanganan 

Surat Dinas ditandatangani oleh Menteri, pejabat eselon I untuk 

jabatannya atau atas nama Menteri, pejabat eselon II untuk 

jabatannya atau atas nama pejabat eselon I atasannya sesuai 

dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.  

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Surat Dinas terdiri dari: 

a) Kop Surat Dinas;  

b) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Surat 

Dinas ditulis rata kanan, sejajar/sebaris dengan nomor 

Surat Dinas; 

c) nomor Surat Dinas yang ditulis lengkap rata kiri, 

diikuti tanda baca titik dua (:). Penomoran merujuk 

pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat 

Kementerian BUMN; 

d) kata Sifat ditulis di bawah nomor diikuti tanda baca 

titik dua (:) diikuti kualifikasi Surat Dinas, Sangat 

Rahasia, Rahasia, atau Biasa, yang dapat juga 

digabung dengan klasifikasi surat Sangat Segera, 

Segera atau Biasa; 

e) kata Lampiran yang ditulis lengkap diikuti tanda baca 

titik dua (:) di bawah sifat Surat Dinas dicantumkan 

jumlah dan nama barang yang dilampirkan dengan 

huruf kecuali bila jumlah kata bilangan lebih dari dua 

kata, misalnya Dua Puluh Lembar atau 21 Lembar. 
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Apabila tidak ada lampiran, maka tidak perlu 

dicantumkan tulisan lampiran; 

f) kata Hal (bukan perihal), yang ditulis di bawah 

lampiran, diikuti tanda baca titik dua (:), yang 

mencantumkan masalah pokok Surat Dinas sesingkat 

mungkin menggunakan huruf kapital pada setiap awal 

kata, dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik (.), 

serta tidak perlu diberi garis bawah. Margin kanan 

“Hal” maksimum ¾ lebar ruang penulisan; 

g) tujuan Surat Dinas memuat nama pihak atau pejabat 

yang berkaitan langsung dengan informasi surat, 

ditulis dengan rata kiri di bawah kata “Hal”. Tujuan 

Surat Dinas didahului dengan singkatan Yth., diikuti 

nama pihak atau pejabat yang dituju. Sebutan Ibu, 

Bapak atau Sdr. hanya digunakan apabila diikuti 

dengan nama orang. Penulisan kata jalan pada alamat 

tidak disingkat, nama jalan dan nama kota ditulis 

dengan huruf kapital pada setiap awal kata, nama kota 

tidak diberi kata depan di dan tidak diberi garis bawah. 

Dalam hal alamat yang dituju lebih dari satu, ditulis 

berurutan kebawah dengan angka. Apabila diperlukan, 

tujuan Surat Dinas dapat dicantumkan pada lampiran 

jika jumlahnya cukup banyak. 

Contoh: 

 

-76- 

 

 

 

 

 

 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari 

a) alinea pembuka yang berisi latar belakang, maksud 

dan tujuan Surat Dinas secara singkat dan jelas; 

Yth. Menteri Keuangan RI 

Gedung ......Lantai ... 

Jalan Lapangan Banteng Nomor .... 
Jakarta, ..... 

Yth. Bapak Bambang PS Brojonegoro 

Gedung ......Lantai ... 

Jalan Lapangan Banteng Nomor .... 
Jakarta, ..... 
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b) alinea isi yang memuat pokok/uraian inti 

permasalahan Surat Dinas; 

c) alinea penutup. 

3) Kaki 

Bagian kaki Surat Dinas terdiri dari: 

a) nama jabatan penanda tangan Surat Dinas yang ditulis 

dengan huruf awal kapital dan diakhiri tanda baca 

koma (,); 

b) tanda tangan pejabat; 

c) nama lengkap penanda tangan Surat Dinas, ditulis 

dengan huruf awal kapital, tanpa diberi tanda baca 

apa pun; 

Contoh: 

a.n. Sekretaris Kementerian BUMN 

Kepala Biro Umum dan Humas, 

 

(tanda tangan) 

 

Wahyu Wibowo 

d) cap dinas digunakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

e) tembusan yang ditulis lengkap di margin kiri bawah 

diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak diberi garis 

bawah, tidak perlu mencantumkan Kepada Yth., 

Disampaikan kepada Yth., dan tidak perlu 

menambahkan kata sebagai laporan, arsip atau istilah 

sejenisnya. Dalam hal tembusan lebih dari satu, ditulis 

berurutan kebawah dengan menggunakan angka dan 

diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). Sedangkan 

urutan terakhir diakhiri dengan tanda baca titik (.); 

Contoh: 

 

 

 

 

f) untuk Surat Dinas Menteri BUMN atau pejabat Eselon I 

atas nama Menteri BUMN yang menggunakan kepala 

Tembusan: 
1. Sekretaris Kementerian BUMN; 
2. Kepala Biro Hukum; 
3. Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi. 
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Surat Dinas berupa Lambang Negara dan nama jabatan, 

pada bagian bawah halaman ditulis alamat lengkap 

Kementerian BUMN secara simetris dengan huruf 

bercetak tebal dan berukuran Arial 10. 

d. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

1) Surat Dinas dibuat di atas kertas A4 dengan menggunakan 

jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 (sebelas). 

2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor halaman, 

dan lembar selanjutnya menggunakan Kop dan di bawah 

Kop diberi nomor halaman. 

3) Surat Dinas yang ditandatangani Menteri BUMN atau 

Pejabat Eselon I atas nama Menteri BUMN menggunakan 

Kop yang berisi Lambang Negara dan nama jabatan 

“MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA”. Pada bagian 

kaki, dicantumkan alamat, nomor telepon dan nomor 

faksimili Kementerian BUMN. 

4) Surat Dinas yang ditandatangani pejabat Eselon I untuk 

jabatannya dan Eselon II menggunakan Kop yang terdiri 

dari Logo Kementerian BUMN dan tulisan Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, yang 

ditetapkan secara tersendiri. Di bawah tulisan Republik 

Indonesia ditulis alamat, nomor telepon dan nomor faksimili 

Kementerian BUMN dengan huruf Arial ukuran 10 

(sepuluh) dan diikuti garis pemisah horisontal dengan 

panjang sama dengan lebar ruang penulisan Surat Dinas 

dengan ukuran tebal 2 pt. 

e. Distribusi 

Surat Dinas disampaikan kepada pihak atau pejabat dan 

tembusan yang dituju, dengan menggunakan Buku Ekspedisi 

atau Lembar Pengantar. 

f. Hal yang perlu diperhatikan 

1) Kepala surat digunakan pada semua halaman Surat Dinas; 

2) jika Surat Dinas disertai dengan lampiran, disertakan 

keterangan jumlah lampirannya. 

 

Format Surat Dinas mengacu pada contoh 12A, 12B, 12C, dan 12D. 
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CONTOH 12A 

FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI MENTERI BUMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
 

 

Nomor : SR-… /MBU/ ... /2016    Jakarta, 20 Juli 2016 
Sifat : Segera/Rahasia 
Lampiran : Satu berkas 
Hal : ................................. 
 
 
Yth. Menteri Keuangan RI 
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 
Jakarta 10710 
 
 
 

...................................... (alinea pembuka) ............................................................................ 
......................................................................................................................................................  
 

...................................... (alinea isi) ............................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
 

...................................... (alinea penutup) ............................................................................ 
...................................................................................................................................................... 

 
 
 

MENTERI 
BADAN USAHA MILIK NEGARA, 

 
 

(Tanda tangan dan cap dinas Menteri) 
 

RINI M. SOEMARNO 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. ………………………….; 
3. dst. 

 

 

 

 

 

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 

TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 

Alamat, khusus 

untuk Naskah 

Dinas yang 

ditandatangani 

Menteri atau atas 

nama Menteri 
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CONTOH 12B 

FORMAT SURAT DINAS  

YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I ATAS NAMA MENTERI BUMN 

 

 

 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN LANTAI M, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 13, 

JAKARTA 10110 

TELEPON (021) 1234567, FAKSIMILI (021) 3456789, SITUS www.bumn.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
Nomor : SSR- … /MBU/D1/09/2016    Jakarta, 20 Juli 2016 
Sifat : Segera/Sangat Rahasia 
Lampiran : Satu berkas 
Hal : ................................. 
 
 
Yth. Menteri Keuangan RI 
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 
Jakarta, 10710 
 
 

...................................... (alinea pembuka) ............................................................................ 
......................................................................................................................................................  
 

...................................... (alinea isi) ............................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
 

...................................... (alinea penutup) ............................................................................ 
...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

a.n.  Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan 
Farmasi, 
 
 
(Tanda tangan dan cap dinas 
Kementerian BUMN) 
 
 

Wahyu Kuncoro 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. ………………………….; 
3. dst. 

 

 

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 

TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 

Alamat, khusus 

untuk Naskah 

Dinas yang 

ditandatangani 

Menteri atau atas 

nama Menteri 
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CONTOH 12C 

FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor : S- … /S.MBU/ ... /2016                            Jakarta, 20 Juli 2016 

Sifat : Segera 

Lampiran : Satu berkas 

Hal : ................................. 

 

 

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI 

Gedung Juanda I Lantai 4 

Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 

Jakarta 10710 

 

 

...................................... (alinea pembuka) ............................................................................ 

......................................................................................................................................................  

 

...................................... (alinea isi) ............................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................... (alinea penutup) ............................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Sekretaris Kementerian BUMN, 

 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Kementerian 
BUMN) 

 

 

Imam Apriyanto Putro 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. ………………………….; 
3. dst. 

 

 

 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 - Telp. 021 2311754, Fax 3864440 - Jakarta 10110 Indonesia 
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CONTOH 12D 

FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON II  

ATAS NAMA PEJABAT ESELON I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nomor : S- … /S.MBU/2/09/2016      Jakarta, 20 Juli 2016 
Sifat : Segera 
Lampiran : Satu berkas 
Hal : ................................. 
 
 
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI 
Gedung Juanda I Lantai 4 
Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 
Jakarta 10710 
 
 

...................................... (alinea pembuka) ............................................................................ 
......................................................................................................................................................  
 

...................................... (alinea isi) ............................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
 

...................................... (alinea penutup) ............................................................................ 
...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

a.n. Sekretaris Kementerian BUMN 
 Kepala Biro Hukum, 
 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Kementerian 
BUMN) 

 

 

(Nama Lengkap) 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. ………………………….; 
3. dst. 

 

 

 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 - Telp. 021 2311754, Fax 3864440 - Jakarta 10110 Indonesia 
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3. Surat Undangan 

a. Pengertian 

Surat Undangan adalah Naskah Dinas yang memuat undangan 

kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan 

untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, misalnya 

rapat, upacara dan pertemuan. 

b. Kewenangan 

Kewenangan untuk mengundang pejabat di lingkungan internal 

unit organisasi berada pada pimpinan unit organisasi yang 

mengundang dan dapat dilimpahkan kepada pejabat 

ketatausahaan masing-masing unit organisasi. Sedangkan, 

kewenangan untuk mengundang pejabat di luar unit organisasi 

berada pada pimpinan pejabat yang berwenang. Di samping itu, 

Komite/Panitia/Tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN/Pejabat 

Eselon I berwenang menandatangani undangan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Surat Undangan terdiri dari: 

a) Kop Surat Undangan; 

b) tanggal pembuatan Surat Undangan yang di sebelah 

kanan atas ditulis sebaris/sejajar dengan nomor; 

c) nomor Surat Undangan ditulis di sebelah kiri di bawah 

kepala Naskah Dinas; 

d) kata Sifat diikuti tanda baca titik dua (:) ditulis di 

bawah kata Lampiran; 

e) kata Lampiran diikuti tanda baca titik dua (:) ditulis di 

bawah nomor Surat Undangan; 

f) kata Hal diikuti tanda baca titik dua (:) ditulis di 

bawah kata Sifat; 

g) singkatan Yth., yang ditulis di bawah Hal, apabila 

pejabat yang diundang cukup banyak (lebih dari 5), 

dapat dibuat lampiran daftar nama undangan. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri dari: 

a) alinea pembuka; 
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b) alinea isi yang terdiri dari hari, tanggal, pukul, tempat 

dan acara; 

c) alinea penutup. 

3) Kaki 

Bagian kaki Surat Undangan terdiri dari: 

a) nama jabatan penanda tangan Surat Undangan yang 

ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri tanda 

baca koma (,). Apabila nama unit organisasi sudah 

tercantum lengkap pada kepala Surat Undangan, 

nama jabatan tidak perlu ditulis lengkap; 

b) tanda tangan pejabat; 

c) nama lengkap penanda tangan Surat Undangan, 

ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diberi tanda 

baca apa pun, dan dibawahnya ditulis tanpa tanda 

baca titik (.); 

d) cap dinas digunakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

e) tembusan yang ditulis lengkap di margin kiri bawah 

diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak diberi garis 

bawah, tidak perlu mencantumkan Kepada Yth., 

Disampaikan kepada Yth., dan tidak perlu 

menambahkan kata sebagai laporan, arsip atau istilah 

sejenisnya. 

d. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

Ketentuan yang mengatur mengenai Penggunaan kertas, huruf, 

Kop dan halaman dalam bagian Surat Dinas sebagaimana 

dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d berlaku mutatis mutandis 

untuk Surat Undangan.  

e. Hal yang perlu diperhatikan 

1) Format Surat Undangan sama dengan Format Surat Dinas, 

bedanya adalah apabila pihak yang diundang cukup 

banyak dapat ditulis pada halaman/lembar lampiran 

berikutnya; 

2) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk 

kartu dengan ukuran 19 ½ cm x 14 ½ cm. 

Format Surat Undangan mengacu pada contoh 13A, 13B, 13C, 13D, 

dan 13E. 
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CONTOH 13A 

FORMAT SURAT UNDANGAN RESMI MENTERI BUMN 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
 

Nomor : Und- … /MBU/...../2016    Jakarta, 20 Juli 2016 
Sifat : ................................. 
Lampiran : ................................. 
Hal : Undangan 
 
 
Yth. Menteri Perhubungan RI 
Jalan Medan Merdeka Barat No 20 
Jakarta 10110 
 
 

...................................... (alinea pembuka dan alinea isi) .................................................... 
................................................................................................................................................................. 

hari/tanggal : 
waktu  : 
tempat  : 
acara  : 
 
...................................... (alinea penutup) ............................................................................ 

...................................................................................................................................................... 
 

 
 

MENTERI 
BADAN USAHA MILIK NEGARA, 

 
 

(Tanda tangan dan cap dinas Menteri) 
 
 

RINI M. SOEMARNO 
 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. ………………………….; 
3. dst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 

TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 

Alamat, khusus 

untuk Naskah 

Dinas yang 

ditandatangani 

Menteri atau atas 

nama Menteri 
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CONTOH 13B 

FORMAT KARTU UNDANGAN RESMI MENTERI BUMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara 

 

pada acara 

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

hari............../tanggal............., pukul............... 

 

bertempat di......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pakaian: 

Laki/laki  : 

Perempuan : 

TNI/Polri  : 

* Harap hadir 30 menit sebelum acara 
dimulai dan undangan dibawa 

* Konfirmasi kehadiran: 
.................................................. 

.................................................. 
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CONTOH 13C 

FORMAT UNDANGAN SELAIN MENTERI BUMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nomor : Und- … /S.MBU/ ... /2016             Jakarta, 20 Juli 2016 
Sifat : ................................. 
Lampiran : ................................. 
Hal : ................................. 
 
 
Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Gedung Djuanda I Lantai 15 
Jalan Dr Wahidin Raya Nomor 1 
Jakarta 10110 
 
 

......................................(alinea pembuka dan alinea isi) 
….................................................................................................................................................................. 
 

hari/tanggal : 
waktu  : 
tempat  : 
acara  : 
 
...................................... (alinea penutup) ............................................................................ 

...................................................................................................................................................... 
 
 
 
Sekretaris Kementerian BUMN, 

 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Kementerian 
BUMN) 

 

 

Imam Apriyanto Putro 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. ………………………….; 
3. dst. 

 

 

 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 - Telp. 021 2311754, Fax 3864440 - Jakarta 10110 Indonesia 
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CONTOH 13D 

FORMAT UNDANGAN KOMITE/PANITIA/TIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor : Und- … /TRKA.MBU/ ... /2016    Jakarta, 20 Juli 2016 

Sifat : ................................. 

Lampiran : ................................. 

Hal : ................................. 

 

 

 

Yth. Daftar Undangan Terlampir 

 

 

 

...................................... (alinea pembuka dan alinea isi) 
……………………………………………....................................................................................................... 

 

hari/tanggal : 

waktu  : 

tempat  : 

acara  : 

 

...................................... (alinea penutup) ............................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

Sekretaris Kementerian BUMN, 

Selaku Ketua Tim RKA  

 

 

(Tanda tangan dan cap dinas Kementerian 
BUMN) 

 

 

Imam Apriyanto Putro 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. ………………………….; 
2. ………………………….; 
3. dst. 

 

 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 - Telp. 021 2311754, Fax 3864440 - Jakarta 10110 Indonesia 
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CONTOH 13E 

FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN 

 

 

 

Lampiran 

Surat Undangan Sekretaris Kementerian BUMN 

Nomor : 

Tanggal : 

 

 

 

 

Daftar Pegawai yang Diundang 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

3. ............................................................................... 

4. ............................................................................... 

5. ............................................................................... 

6. ............................................................................... 

7. ............................................................................... 

8. ............................................................................... 

9. ............................................................................... 

10. ............................................................................... 

11. ............................................................................... 

12. ............................................................................... 

13. ............................................................................... 

14. ............................................................................... 

15. ............................................................................... 

 

 

Sekretaris Kementerian BUMN, 

 

 

 (Tanda tangan dan cap dinas Kementerian 
BUMN) 

 

 

Imam Apriyanto Putro 
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F. Naskah Dinas Khusus 

1. Surat Perjanjian 

a. Pengertian 

Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas berisi kesepakatan 

bersama tentang obyek yang mengikat antar kedua belah pihak 

atau lebih untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan 

hukum yang telah disepakati bersama. 

b. Lingkup Perjanjian 

Lingkup Perjanjian meliputi Perjanjian Dalam Negeri dan 

Perjanjian Internasional (bilateral, regional dan multilateral). 

1) Perjanjian Dalam Negeri 

Kerja sama antarinstansi baik di pusat maupun di daerah, 

atau antara instansi dengan pihak swasta/badan hukum 

Indonesia di dalam negeri dibuat dalam bentuk 

kesepahaman bersama atau Perjanjian mengenai kerja 

sama atau bentuk lain yang disepakati para pihak. 

2) Perjanjian Internasional 

Perjanjian Internasional (bilateral, regional dan multilateral) 

yang dilakukan Instansi Pemerintah, antara lain sebagai 

upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerja sama 

pemerintah dengan negara lain atau pihak non-pemerintah 

dari negara lain. Hubungan dan kerjasama luar negeri 

dapat dilakukan atas prakarsa dari Instansi Pemerintah 

baik pusat maupun daerah, serta Perwakilan Tetap 

Republik Indonesia di luar negeri. 

c. Wewenang pembuatan dan penandatanganan 

1) Perjanjian Dalam Negeri 

Perjanjian yang dilakukan Kementerian BUMN yang 

didasarkan atas asas itikad baik, dibuat dan 

ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, 

wewenang dan tanggung jawabnya. 

2) Perjanjian Internasional 

Perjanjian Internasional yang dilakukan Kementerian 

BUMN yang dibuat dan ditandatangani oleh Menteri BUMN 

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan atau pejabat Eselon I sesuai dengan 

tugas, wewenang dan tanggung jawabnya setelah mendapat  

surat kuasa dari Menteri BUMN, atau dari Menteri Luar 

Negeri dalam hal Perjanjian Internasional tersebut bukan 

merupakan bagian Perjanjian Internasional yang dapat 

ditandatangani Menteri BUMN. 

Dalam naskah kerja sama Kementerian BUMN dengan 

pihak lain di luar lingkungan Kementerian BUMN, kedua 

belah pihak menggunakan 2 (dua) naskah asli yang masing-

masing pihak menandatangani naskah Perjanjian mengenai 

kerja sama tersebut di margin kanan dan margin kiri. 

1) Perjanjian Dalam Negeri 

a) Kepala 

Bagian kepala Perjanjian Dalam Negeri terdiri dari: 

(1) Kop; 

(2) nama instansi; 

(3) judul Perjanjian Dalam Negeri; 

(4) nomor Perjanjian Dalam Negeri. 

b) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Perjanjian Dalam Negeri terdiri 

dari: 

(1) ketentuan umum; 

(2) materi pokok yang diatur/diperjanjikan, yang 

dimuat dalam bentuk pasal-pasal; 

(3) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 

(4) ketentuan apabila ada perselisihan; 

(5) jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Dalam 

Negeri; 

(6) ketentuan peralihan (bila diperlukan); 

(7) ketentuan penutup. 

c) Kaki 

Bagian kaki Perjanjian Dalam Negeri memuat tempat 

dan waktu penandatanganan Perjanjian Dalam Negeri, 

nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap para 

pihak yang mengadakan Perjanjian Dalam Negeri serta 

para saksi (jika dipandang perlu), dan dibubuhi 
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materai sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2) Perjanjian Internasional 

Pembuatan Perjanjian Internasional mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

penyusunan/pembuatan Perjanjian Internasional. 

d. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

1) Perjanjian Internasional dibuat di atas kertas A4 dengan 

menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 

(sebelas). 

2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor halaman, 

dan lembar selanjutnya menggunakan Kop dan di bawah 

Kop diberi nomor halaman. 

3) Perjanjian Internasional yang ditandatangani oleh Menteri 

BUMN atau pejabat Eselon I atas nama Menteri BUMN 

menggunakan Kop yang berisi Lambang Negara tanpa nama 

jabatan “MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA”.  

4) Perjanjian Internasional yang ditandatangani pejabat Eselon 

I untuk jabatannya dan Eselon II menggunakan Kop yang 

terdiri dari Logo Kementerian BUMN dan tulisan 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia, yang ditetapkan secara tersendiri. Di bawah 

tulisan Republik Indonesia ditulis alamat, nomor telepon 

dan nomor faksimili Kementerian BUMN dengan huruf Arial 

ukuran 10 (sepuluh), dan diikuti garis pemisah horisontal 

dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan Surat 

Dinas dengan ukuran tebal 2 pt. 

5) Apabila terdapat ketentuan lain atau Format baku lain yang 

mengatur khusus terhadap jenis Perjanjian Internasional 

yang bersangkutan, maka penggunaan kertas, huruf, Kop, 

dan penulisan halaman Perjanjian Internasional yang 

dibuat Kementerian BUMN dapat mengikuti ketentuan lain 

atau Format baku lain tersebut. 

e. Hal yang perlu diperhatikan 

1) Masing-masing naskah Perjanjian Internasional diletakkan 

di dalam map resmi sesuai peruntukannya. 
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2) Format naskah Perjanjian Internasional yang disajikan 

dalam Pedoman ini hanya merupakan contoh bentuk 

Perjanjian Internasional yang ada. 

Format Perjanjian Internasional, contoh jenis-jenisnya dan kelengkapannya 

merujuk pada contoh 14A, 14B, 14C, 14D, dan 14E. 

CONTOH 14A 

FORMAT MAP PERJANJIAN 

 

 

 

 

 

FORMAT MAP UNTUK MENTERI BUMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT MAP UNTUK SELAIN MENTERI BUMN 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO 

BELAKANG                                                           DEPAN 
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CONTOH 14B 

FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTAR INSTANSI DALAM NEGERI 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANTARA 

........................................................................ 
DAN 

........................................................................ 
TENTANG 

........................................................................ 
NOMOR ............................................. 
NOMOR ............................................. 

 
 

Pada hari ini, ............, tanggal .................., bulan.........., tahun......., bertempat di 
..................., yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
1. ................ : ................, selanjutnya disebut sebagai Pihak I; 
2. ................ : ................, selanjutnya disebut sebagai Pihak II, 
 
bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang .................................., yang diatur 
dalam ketentuan sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

TUJUAN KERJA SAMA 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
Pasal 2 

RUANG LINGKUP KERJA SAMA 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
Pasal 3 

PELAKSANAAN KEGIATAN 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 

Pasal 4 

PEMBIAYAAN 

................................................................................................................................................ 
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Pasal 5 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

................................................................................................................................................ 

 

Pasal 6 

LAIN-LAIN 
(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force 

majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu 

pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. 

(2) Yang termasuk force majeure antara lain adalah: 

a. bencana alam; 

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; 

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. 

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan 

diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 

 

Pasal 7 

PENUTUP 

................................................................................................................................................ 

 

 

Nama Institusi 

Nama Jabatan,  

 

(tanda tangan) 

 

Nama Lengkap 

Nama Institusi 

Nama Jabatan,  

 

(tanda tangan) 

 

Nama Lengkap 
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CONTOH 14C 

FORMAT KESEPAKATAN AWAL (LETTER OF INTENT) 

 

 

 

 

LETTER OF INTENT 

BETWEEN 

DEPUTY MINISTER OF RESTRUCTURING AND BUSINESS DEVELOPMENT OF 
MINISTRY OF STATE OWNED ENTERPRISES REPUBLIC INDONESIA 

AND THE ....................................................................... 

CONCERNING ....................................................................... 

 

 

Deputy Minister of Restructuring And Business Development of the Ministry of State Owned 
Enterprises of the Republic of Indonesia and the .................... here in after referred to as 
“the Parties”; 

 

Desiring to promote goodwill and understanding as well as favorable cooperation between 
.......................................................................; 

 

Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits; 

 

Do hereby declare our intention to: 
a. .............................................................................................................................................

. 

b. .............................................................................................................................................

. 

 

The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in due 
course. 

 

DONE in duplicate at …………………, on this ……………, day of …………………, in the 
year ………………, in Indonesian and English, all texts are being equally authentic. 

 

 

For the Deputy Minister of 
Restructuring and Business 
Development of the Ministry of 
State Owned Enterprises of the 
Republic of Indonesia 

 

 

 

………………… 

 For ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 
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CONTOH 14D 

FORMAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

 

 

 

 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

BETWEEN 
SECRETARY OF MINISTRY OF STATE OWNED ENTERPRISES REPUBLIC INDONESIA 

AND 
..................................................................................................................... 

CONCERNING 
....................................................................... 

 
 
Secretary of the Ministry of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia and the 
....................................................................... here in after referred to as “the Parties”; 
 
Desiring to promote favorable relations of partnership and cooperation between the Ministry 
of State Owned Enterprises of Republic of Indonesia and  ....................................................; 
 
Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits; 
 
Referring to the Letter of Intent between Secretary of the Ministry of State Owned 
Enterprises of the Republic of Indonesia and ............................... concerning 
................................... Cooperation, signed in ..................................... on ............................. . 
 
Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries; 
Have agreed as follows: 
 

Article 1 
Objective and Scope of Cooperation 

 
.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
a. ....................................................................... 
b. ....................................................................... 
c. Other areas agreed upon by the Parties  

 

Article 2 

Funding 

 

................................................................................................................................. 
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Article 3 
Technical Arrangement 

.......................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 
Article 4 

Working Group 
a. ............................................................................................................................................. 
b. ............................................................................................................................................. 
 

Article 5 
Settlement of Dispute 

....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
Article 6 

Amandment 
....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

Article 4 
Entry into Force, Duration, and Termination 

a. ............................................................................................................................................. 
b. ............................................................................................................................................. 
 
in witness whereof, the understanding is being duly authorized thereof by their respective 
Governments, have signed this Memorandum of Understanding.  
 
done in duplicate in ………………………, on this ………………………………, day of 
………..…, in the year of ………… and one in Indonesia and one in English, all texts are 
being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Memorandum of 
Understanding, the English text shall be prevail. 
 
 
 
For Secretary of the Ministry of 
State Owned Enterprises of the  
Republic of Indonesia 
 
 
 
………………… 

 For ………………… 
 
 
 
 
 
 
………………… 
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CONTOH 14E 

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMERINTAH LINGKUP NASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERJA SAMA ANTARA  

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

(KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA) 

TENTANG 

(Program) ........................................................................ 

NOMOR ..................................... 

NOMOR ..................................... 

 

 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan (Lembaga 
Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota) .......... 

 

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka (Program) 
........................... dengan ketentuan sebagai berikut 

 
Pasal 1 

TUJUAN KERJA SAMA 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
Pasal 2 

RUANG LINGKUP KERJA SAMA 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
Pasal 3 

PELAKSANAAN KEGIATAN 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
Pasal 4 

PEMBIAYAAN 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

Pasal 5 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

................................................................................................................................................... 
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Pasal 6 

LAIN-LAIN 

 
(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, 

dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas 

pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. 

(2) Yang termasuk force majeure antara lain meliputi: 

a. bencana alam; 

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; 

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. 

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur 

bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 

 

Pasal 7 

PENUTUP 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

Nama Institusi 

Nama Jabatan,  

 

(tanda tangan) 

 

Nama Lengkap 

Nama Institusi 

Nama Jabatan,  

 

(tanda tangan) 

 

Nama Lengkap 
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2. Surat Kuasa 

a. Pengertian 

Surat Kuasa adalah Naskah Dinas yang berisi pemberian 

wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan 

atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu 

tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 

b. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Surat Kuasa terdiri dari: 

a) Kop; 

b) judul Surat Kuasa ditulis di bawah Kop ditulis dengan 

huruf kapital secara simetris; 

c) nomor Surat Kuasa ditulis secara simetris. Penomoran 

Surat Kuasa merujuk pada ketentuan pemberian kode 

dan nomor surat Kementerian BUMN. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Surat Kuasa terdiri dari: 

a) nama lengkap dan jabatan yang memberi kuasa; 

b) nama lengkap dan jabatan yang menerima kuasa; 

c) materi pokok yang dikuasakan untuk dilaksanakan; 

d) kalimat penutup. 

3) Kaki 

Bagian kaki Surat Kuasa memuat keterangan tempat, 

tanggal, bulan dan tahun pembuatan, serta nama jabatan, 

tanda tangan, nama lengkap, dan untuk pemberi dan 

penerima kuasa dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Khusus Surat Kuasa dalam bahasa Inggris tidak menggunakan 

meterai. 

g. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

1) Surat Kuasa dibuat di atas kertas A4 dengan menggunakan 

jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 (sebelas). 

2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor halaman, 

dan lembar selanjutnya menggunakan Kop dan di bawah 

Kop diberi nomor halaman. 
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3) Surat Kuasa yang ditandatangani Menteri BUMN 

menggunakan Kop yang berisi Lambang Negara dan nama 

jabatan “MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA”.  

4) Surat Kuasa yang ditandatangani pejabat Eselon I, pejabat 

Eselon II, dan pejabat lainnya yang berwenang, 

menggunakan Kop yang terdiri dari Logo Kementerian 

BUMN dan tulisan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

Republik Indonesia, yang ditetapkan secara tersendiri. Di 

bawah tulisan Republik Indonesia ditulis alamat, nomor 

telepon dan nomor faksimili Kementerian BUMN dengan 

huruf Arial ukuran 10 (sepuluh) dan diikuti garis pemisah 

horisontal dengan panjang sama dengan lebar ruang 

penulisan Surat Dinas dengan ukuran tebal 2 pt. 

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

1) Menteri BUMN tidak menggunakan NIP. 

2) Materai dibubuhkan pada kolom pemberi kuasa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Khusus untuk Surat Kuasa Menteri BUMN dalam bahasa 

Inggris, nama Menteri BUMN tidak disertai cap dinas 

Menteri. 

Format Surat Kuasa mengacu pada contoh 15A, 15B, 15C, dan 15D. 
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CONTOH 15A 

FORMAT SURAT KUASA MENTERI BUMN 

 

 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

SURAT KUASA 

NOMOR SKU- … /MBU/ … /2016 

 

 

Dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Republik 
Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT ……………………….., sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 dan ketentuan 
Anggaran Dasar Perseroan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: 

 
1. Sdr. …………………………………………………. 

Jabatan ……………………………………………. 
2. Sdr. …………………………………………………. 

Jabatan ……………………………………………. 
3. dst.,  

 

khusus mewakili kami untuk hadir dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT ………………………………., dengan acara sebagai 
berikut: 

 
1. ……………………………….; 
2. ……………………………….; 
3. ……………………………….; 
4. dst. 

 

 

Jakarta, 20 Juli 2016 

 

 

MENTERI 
BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

 

(tanda tangan, cap dinas Menteri, dan 
materai) 

 

 

RINI M. SOEMARNO 
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CONTOH 15B 

FORMAT SURAT KUASA UNTUK PENANDATANGANAN MOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

SURAT KUASA 

NOMOR SKU- … /MBU/ ... /2016 

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, …….(nama pejabat)…., Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada:  

 

 

Nama Pejabat  

Jabatan (Sekretaris Kementerian BUMN/Deputi/Staf Ahli/dsb.), 

 

 

untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik Indonesia, Nota Kesepahaman antara 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan Pemerintah……. (asing/Negara 
sahabat) …… mengenai kerja sama ……..(bidang)…………… Sebagai bukti, surat kuasa ini saya 
tandatangani dan saya bubuhi meterai di Jakarta tanggal….bulan…tahun dua ribu…. 

 

 

 

Jakarta, 20 Juli 2016 

 

 

(tanda tangan dan cap dinas 
Menteri) 

 

 

Rini M. Soemarno 
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CONTOH 15C 

FORMAT SURAT KUASA UNTUK PENANDATANGANAN MOU 

(DALAM BAHASA INGGRIS) 

 

 

 

 

 

 

MINISTRY OF STATE OWNED ENTERPRISES 

REPUBLIC OF INDONESIA  

 

FULL POWERS 

NUMBER SKU- … /MBU/ ... /2016 

 

The undersigned, …… (nama pejabat) ……, the Minister of State Owned Enterprises of the Republic 
of Indonesia, fully authorizes: 

 

 

Name of Official  

Jabatan (Secretary of Ministry/Deputy Minister/etc.), 

 

 

to sign on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Memorandum of Understanding 
between ………… the Republic of Indonesia and the Government ……..……………….(asing/Negara 
sahabat)……………..……concerning……..(bidang)……………cooperation.  

 

IN WITNESS WHEREOF, I have signed this Full Powers in Jakarta on this……day of….in the year 
two thousand…… 

 

 

 

Jakarta, 20 July 2016 

 

 

(tanda tangan, tanpa cap dinas Menteri) 

 

 

Rini M. Soemarno 
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CONTOH 15D 

FORMAT SURAT KUASA SELAIN MENTERI BUMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KUASA 

NOMOR SKU- … /S.MBU/ ... /2016 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama/NIP  : 

pangkat/golongan : 

jabatan   : 

 

memberi kuasa kepada: 

 

nama/NIP  : 

pangkat/golongan : 

jabatan  : 

 

untuk 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

  

 Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Jakarta, 20 Juli 2016 

 

Penerima Kuasa, 

 

Kepala Biro 
………………………, 

 

(tanda tangan) 

 

Nama Lengkap 

 

 Pemberi Kuasa, 

 

Sekretaris Kementerian BUMN, 

 

 

(tanda tangan) 

 

Nama Lengkap 

 

 

 

 

 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 
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3. Berita Acara  

a. Pengertian 

Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi uraian tentang 

proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani 

oleh para pihak dan para saksi. 

b. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Berita Acara terdiri dari: 

a) Kop; 

b) judul Berita Acara ditulis di bawah Kop yang ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris, 

c) nomor Berita Acara ditulis simetris di bawah judul 

Berita Acara. Penomoran Berita Acara merujuk pada 

ketentuan pemberian kode dan nomor surat 

Kementerian BUMN. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Berita Acara terdiri dari: 

a) tulisan hari, tanggal, bulan, tahun, jam, tempat 

pelaksanaan, nama lengkap, NIP dan jabatan para 

pihak yang membuat Berita Acara; 

b) uraian materi pelaksanaan kegiatan (substansi Berita 

Acara); 

c) kalimat penutup. 

3) Kaki 

Bagian kaki Berita Acara memuat tempat pelaksanaan 

penandatanganan. Nama jabatan, tanda tangan dan nama 

lengkap para pihak serta para saksi. 

c. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

1) Berita Acara dibuat di atas kertas A4 dengan menggunakan 

jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 (sebelas). 

2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor halaman, 

dan lembar selanjutnya menggunakan Kop dan di bawah 

Kop diberi nomor halaman. 

3) Berita Acara yang ditandatangani Menteri BUMN atau 

Pejabat Eselon I atas nama Menteri BUMN menggunakan 
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Kop yang berisi Lambang Negara dengan nama jabatan 

“MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA”.  

4) Berita Acara yang ditandatangani pejabat Eselon I untuk 

jabatannya, pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang 

berwenang, menggunakan Kop yang terdiri dari Logo 

Kementerian BUMN dan tulisan Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan secara 

tersendiri. Di bawah tulisan Republik Indonesia ditulis 

alamat, nomor telepon dan nomor faksimili Kementerian 

BUMN dengan huruf Arial ukuran 10 (sepuluh), dan diikuti 

garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan 

lebar ruang penulisan Surat Dinas dengan ukuran tebal 2 

pt. 

5) Apabila terdapat ketentuan lain atau Format baku lain yang 

mengatur khusus terhadap jenis berita acara yang 

bersangkutan, maka penggunaan kertas, huruf, Kop, dan 

penulisan halaman berita acara yang dibuat Kementerian 

BUMN dapat mengikuti ketentuan lain atau Format baku 

lain tersebut. 

 

Format berita acara dapat dilihat pada contoh 16A dan 16B. 
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CONTOH 16A 

FORMAT BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI MENTERI BUMN 

 

 
 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

BERITA ACARA 

NOMOR BA- … /S.MBU/ … /2016 

 

Pada hari ini ………,tanggal……, bulan ……, tahun ……, kami masing-masing: 

 

1.  Rini M. Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut 
Pihak Pertama 

dan 

2.  …………(pihak lain)……………………….., selanjutnya disebut Pihak Kedua, 

 

telah melaksanakan 

 
a. …………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………… 

b. dst. 

 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan …………… 

 

Dibuat di …………………… 

 

Pihak Kedua, 

 

(tanda tangan) 

 

Nama Lengkap 

 

 Pihak Pertama, 

 

(tanda tangan) 

 

Rini M. Soemarno 

 

 

Mengetahui/Mengesahkan 

Nama Jabatan, 

 

(tanda tangan) 

 

Nama Lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 

 

www.peraturan.go.id



2016, No.2111 
-109- 

CONTOH 16B 

FORMAT BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI OLEH  

PEJABAT SELAIN MENTERI BUMN 

 

 
 

 

 

 

 

BERITA ACARA 

NOMOR BA- … /S.MBU/ ... /2016 

 

Pada hari ini ………,tanggal……, bulan ……, tahun ……, kami masing-masing: 

1. …………(nama pejabat), ..……(NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak 
Pertama 

dan 

2. …………(pihak lain)……………………….., selanjutnya disebut Pihak Kedua, 

telah melaksanakan 

 
c. …………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………… 

d. dst. 

 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan …………… 

 

Dibuat di …………………… 

 

Pihak Kedua, 

 

(tanda tangan) 

 

Nama Lengkap 

 

 Pihak Pertama, 

 

(tanda tangan) 

 

Nama Lengkap 

 

 

 

Mengetahui/Mengesahkan 

Nama Jabatan, 

 

(tanda tangan) 

 

Nama Lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 
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4. Risalah Rapat 

a. Pengertian 

Risalah Rapat adalah Naskah Dinas yang berisi uraian tentang 

dinamika pelaksanaan rapat serta keputusan/kesimpulan yang 

disepakati dalam rapat. 

b. Wewenang penandatangan 

Risalah Rapat dapat ditandatangani oleh pimpinan rapat. Dalam 

hal rapat merupakan rapat Komite/Panitia/Tim, Risalah Rapat 

ditandatangani oleh selain pimpinan rapat sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Risalah Rapat terdiri dari: 

a) Kop; 

b) tulisan “RISALAH” diletakkan secara simetris dengan 

jarak 3 spasi di bawah Kop; 

c) judul rapat ditulis di bawah kata “RISALAH” yang 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

d) nomor Risalah Rapat ditulis simetris di bawah judul 

risalah. Penomoran Risalah Rapat merujuk pada 

ketentuan pemberian kode dan nomor Naskah Dinas 

Kementerian BUMN; 

e) keterangan mengenai pelaksanaan rapat yang meliputi 

hari dan tanggal, waktu, tempat, pimpinan, agenda, 

peserta dan nomor surat undangan rapat. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Risalah Rapat terdiri dari: 

a) Bagian pendahuluan 

Pendahuluan berisi pembukaan rapat oleh Pimpinan 

dan hal-hal yang disampaikan. 

b) Bagian pelaksanaan rapat 

Berisi deskripsi mengenai dinamika yang terjadi dalam 

rapat yang meliputi pendapat, pertanyaan, jawaban, 

maupun sanggahan antarpeserta rapat. 

c) Bagian simpulan 
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Berisi mengenai kesepakatan, keputusan, maupun 

kesimpulan tindak lanjut yang dihasilkan dalam rapat. 

d) Penutup 

Berisi kalimat penutup yang menyatakan waktu 

berakhirnya rapat. 

3) Kaki 

Bagian kaki Risalah Rapat memuat tempat pelaksanaan 

dan waktu penandatanganan risalah, nama jabatan, tanda 

tangan, nama lengkap dan NIP pembuat Risalah Rapat. 

d. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

1) Risalah Rapat dibuat di atas kertas A4 dengan 

menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 

(sebelas). 

2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor halaman, 

dan lembar selanjutnya menggunakan Kop dan di bawah 

Kop diberi nomor halaman. 

3) Risalah Rapat yang ditandatangani Menteri BUMN 

menggunakan Kop yang berisi Lambang Negara dengan 

nama jabatan “MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA”.  

4) Risalah Rapat yang ditandatangani pejabat Eselon I, pejabat 

Eselon II, dan pejabat lainnya yang berwenang, 

menggunakan Kop yang terdiri dari Logo Kementerian 

BUMN dan tulisan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

Republik Indonesia, yang ditetapkan secara tersendiri. Di 

bawah tulisan Republik Indonesia ditulis alamat, nomor 

telepon dan nomor faksimili Kementerian BUMN dengan 

huruf Arial ukuran 10 (sepuluh), dan diikuti garis pemisah 

horisontal dengan panjang sama dengan lebar ruang 

penulisan Surat Dinas dengan ukuran tebal 2 pt. 

Format Risalah Rapat mengacu pada contoh 17A, 17B, dan 17C. 
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CONTOH 17A 

FORMAT RISALAH RAPAT YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI BUMN 

 

  

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

RISALAH 

RAPAT KOORDINASI PRIVATISASI BUMN 

 

NOMOR RIS- … /MBU/ ... /2016 

Hari/Tanggal : Jum’at, 22 Juli 2016 

Waktu : 14.00 – 16.00 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Lantai 6 

Gedung Kementerian BUMN 

Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 13 

Pimpinan : 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Agenda : 
1. Persiapan Privatisasi BUMN Tahun 2017 
2. Lain – lain. 

Peserta  : 
Daftar peserta rapat terlampir 

Undangan : 
12/D7.MBU/07/2016 

 
A.   PENDAHULUAN 

Rapat dibuka pada pukul ….. oleh ………………………. dengan 
menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. …………. 
2. …………. 

 
B. PELAKSANAAN RAPAT 

 

Agenda 1 : Progress Penanganan BUMN 

 
1. Pimpinan rapat menyampaikan paparan, sebagai berikut: 

a. ………………………………………………………………………………
……………………………………. 

b. ………………………………………………………………………………
……………………………………. 
 

2. Terhadap paparan dari Pimpinan Rapat, peserta rapat menyampaikan 
tanggapan dan pendapat sebagai berikut: 
a. Sdr ……….. 

 ……………………………………………………………………………
………………………………… 

 ……………………………………………………………………………
………………………………… 

b. Sdr ……….. 
 ……………………………………………………………………………

………………………………… 
 ……………………………………………………………………………

………………………………… 
c. dst 

Kepala 

Batang Tubuh 

Bagian 

Pendahuluan 

Batang Tubuh 

Bagian 

Pelaksanaan Rapat 
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- 2 - 

 

 

Agenda 2 : Lain-lain 

 
1. Pimpinan rapat menyampaikan paparan, sebagai berikut: 

a. ………………………………………………………………………………
……………………………………. 

b. ………………………………………………………………………………
……………………………………. 
 

2. Terhadap paparan dari Pimpinan Rapat, peserta rapat menyampaikan 
tanggapan dan pendapat sebagai berikut: 
a. Sdr ……….. 

 ……………………………………………………………………………
………………………………… 

 ……………………………………………………………………………
………………………………… 

b. Sdr ……….. 
 ……………………………………………………………………………

………………………………… 
 ……………………………………………………………………………

………………………………… 
  

c. Dst 

 
C. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, rapat mengambil keputusan sebagai berikut: 
1. ………………………………………………………………………………………

……………………… 
2. ………………………………………………………………………………………

……………………… 
3. ………………………………………………………………………………………

……………………… 
4. ………………………………………………………………………………………

……………………… 
5. dst. 

 

 Rapat ditutup oleh Pimpinan pada pukul ….  

 

 

          Jakarta, 25 Juli 2016 

 

MENTERI 

BADAN USAHA MILIK NEGARA, 

 

(tanda tangan) 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

 

 

 

Batang Tubuh 

Bagian 

Pelaksanaan 

Rapat 

Kaki 

Batang Tubuh 

Bagian Simpulan 

Batang Tubuh 

Bagian Penutup 
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CONTOH 17B 

FORMAT RISALAH RAPAT YANG DITANDATANGANI OLEH  

PEJABAT SELAIN MENTERI BUMN 

  

 

 

 

RISALAH 

RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2016 

 

NOMOR RIS- … /S.MBU/ ... /2016 

 

Hari/Tanggal : Senin, 25  Juli 2016 

Waktu : 10.00 – 12.00 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 

Gedung Kementerian BUMN 

Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 13 

Pimpinan : 
Sekretaris Kementerian BUMN 

Agenda : 
1. Persiapan Penyusunan RKA Kementerian BUMN Tahun 2016 
2. Lain – lain. 

Peserta  : 
Daftar peserta rapat terlampir 

Undangan : 
Und-05/S.MBU/ ... /2016 

 
A. PENDAHULUAN 

Rapat dibuka pada pukul ….. oleh ………………………. dengan menyampaikan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. …………. 
2. …………. 

 
B. PELAKSANAAN RAPAT 

 

Agenda 1 : Progress Penanganan BUMN 

 
1. Pimpinan rapat menyampaikan paparan, sebagai berikut: 

a. ……………………………………………………………………………………
………………………………. 

b. ……………………………………………………………………………………
………………………………. 
 

2. Terhadap paparan dari Pimpinan Rapat, peserta rapat menyampaikan 
tanggapan dan pendapat sebagai berikut: 
a. Sdr ……….. 

 ………………………………………………………………………………
……………………………… 

 ………………………………………………………………………………
……………………………… 

b. Sdr ……….. 
 ………………………………………………………………………………

……………………………… 
 ………………………………………………………………………………

……………………………… 
c. dst 

Kepala 

Batang Tubuh 

Bagian 

Pendahuluan 

Batang Tubuh 

Bagian 

Pelaksanaan 

Rapat 
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Agenda 2 : Lain-lain 

 
3. Pimpinan rapat menyampaikan paparan, sebagai berikut: 

a. ……………………………………………………………………………………
………………………………. 

b. ……………………………………………………………………………………
………………………………. 
 

4. Terhadap paparan dari Pimpinan Rapat, peserta rapat menyampaikan 
tanggapan dan pendapat sebagai berikut: 
a. Sdr ……….. 

 ………………………………………………………………………………
……………………………… 

 ………………………………………………………………………………
……………………………… 

b. Sdr ……….. 
 ………………………………………………………………………………

……………………………… 
 ………………………………………………………………………………

……………………………… 
  

c. Dst 

 
C. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, rapat mengambil keputusan sebagai berikut: 
1. ……………………………………………………………………………………………

………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………

………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………

………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………

………………… 
5. Dst 

 

 

Rapat ditutup oleh Pimpinan pada pukul ….  

 

Jakarta, 25 Juli 2016 

 

Sekretaris Kementerian BUMN, 

 

(tanda tangan) 

 

Imam Apriyanto Putro 

 

 

 

 

Batang Tubuh 

Bagian 

Pelaksanaan 

Rapat 

Kaki 

Batang Tubuh 

Bagian 

Simpulan 

Batang Tubuh 

Bagian Penutup 
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CONTOH 17C 

FORMAT RISALAH RAPAT KOMITE/PANITIA/TIM 

  

 
LOGO 

 

 

 

 

RISALAH RAPAT 

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RKA SEKRETARIAT 

 

NOMOR: RIS- … /TRKA.MBU/ ... /2016 

 

Hari/Tanggal : Jum’at, 22 Juli 2016 

Waktu : 10.00 – 11.30 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Lantai 6 

Gedung Kementerian BUMN 

Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 13 

Pimpinan : 
Kepala Biro Perencanaan dan SDM 

Agenda : 
1. Persiapan Penyusunan RKA Sekretariat Tahun 2016 
2. Lain – lain. 

Peserta  : 
Daftar peserta rapat terlampir 

Undangan : 
Und-03/TRKA.MBU/...../2016 

 
D. PENDAHULUAN 

Rapat dibuka pada pukul ….. oleh ………………………. dengan menyampaikan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. …………. 
2. …………. 

 
E. PELAKSANAAN RAPAT 

 

Agenda 1 : Progress Penanganan BUMN 

 
1. Pimpinan rapat menyampaikan paparan, sebagai berikut: 

a. ……………………………………………………………………………………
………………………………. 

b. ……………………………………………………………………………………
………………………………. 
 

2. Terhadap paparan dari Pimpinan Rapat, peserta rapat menyampaikan 
tanggapan dan pendapat sebagai berikut: 
a. Sdr ……….. 

 ………………………………………………………………………………
……………………………… 

 ………………………………………………………………………………
……………………………… 

b. Sdr ……….. 
 ………………………………………………………………………………

……………………………… 
 ………………………………………………………………………………

……………………………… 
c. dst. 

Kepala 

Batang Tubuh 

Bagian 

Pendahuluan 

Batang Tubuh 

Bagian 

Pelaksanaan Rapat 
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Agenda 2 : Lain-lain 

 
1. Pimpinan rapat menyampaikan paparan, sebagai berikut: 

a. ……………………………………………………………………………………
………………………………. 

b. ……………………………………………………………………………………
………………………………. 
 

2. Terhadap paparan dari Pimpinan Rapat, peserta rapat menyampaikan 
tanggapan dan pendapat sebagai berikut: 
a. Sdr ……….. 

 ………………………………………………………………………………
……………………………… 

 ………………………………………………………………………………
……………………………… 

b. Sdr ……….. 
 ………………………………………………………………………………

……………………………… 
 ………………………………………………………………………………

……………………………… 
  

c. dst. 

 
A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, rapat mengambil keputusan sebagai berikut: 
1. ……………………………………………………………………………………………

………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………

……………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………

……………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………

……………………………… 
5. dst. 

 

 

Rapat ditutup oleh Pimpinan pada pukul ….  

 

Jakarta, 25 Juli 2016 

 

Ketua, 

 

(tanda tangan) 

 

Abdi Mustakim 

 

 

 

Batang Tubuh 

Bagian 

Pelaksanaan 

Rapat 

Kaki 

Batang Tubuh 

Bagian Simpulan 

Batang Tubuh 

Bagian Penutup 
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5. Surat Keterangan 

a. Pengertian 

Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi informasi 

dari pejabat mengenai suatu hal atau seseorang untuk 

kepentingan kedinasan. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Surat Keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang 

sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Surat Keterangan terdiri dari: 

a) Kop; 

b) tulisan Surat Keterangan dicantumkan di bawah Kop, 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

c) nomor Surat Keterangan ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris di bawah tulisan Surat Keterangan. 

Penomoran Surat Keterangan merujuk pada ketentuan 

pemberian kode dan nomor surat Kementerian BUMN. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Surat Keterangan terdiri dari: 

a) nama pejabat, NIP, dan jabatan yang memberikan 

keterangan; 

b) nama pejabat dan jabatan atau nama pegawai yang 

diterangkan, serta identitas lain yang diperlukan; 

c) maksud dan tujuan diterbitkan Surat Keterangan. 

3) Kaki 

Bagian kaki Surat Keterangan terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal penandatanganan; 

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, ditulis 

dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda 

baca koma (,); 

c) tanda tangan pejabat yang memberi keterangan; 

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis 

dengan huruf awal kapital; 

e) cap dinas. 

d. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

www.peraturan.go.id



2016, No.2111 
-119- 

1) Surat Keterangan dibuat di atas kertas A4 dengan 

menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 

(sebelas). 

2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor halaman 

dan lembar selanjutnya menggunakan Kop dan di bawah 

Kop diberi nomor halaman. 

3) Surat Keterangan yang ditandatangani pejabat Eselon I, 

pejabat Eselon II dan pejabat lainnya yang berwenang, 

menggunakan Kop yang terdiri dari Logo Kementerian 

BUMN dan tulisan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

Republik Indonesia, yang ditetapkan secara tersendiri. Di 

bawah tulisan Republik Indonesia ditulis alamat, nomor 

telepon dan nomor faksimili Kementerian BUMN dengan 

huruf Arial ukuran 10 (sepuluh), dan diikuti garis pemisah 

horisontal dengan panjang sama dengan lebar ruang 

penulisan surat keterangan dengan ukuran tebal 2 pt. 

 

Format Surat Keterangan mengacu pada contoh 18. 
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CONTOH 18 

FORMAT SURAT KETERANGAN 

 

  

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 

NOMOR KET- … /S.MBU.1/2016 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

nama    : .....................................................................; 

NIP    : .....................................................................; 

jabatan    : .....................................................................; 

 

dengan ini menerangkan bahwa, 

nama/NIP   : .....................................................................; 

pangkat/golongan  : .....................................................................; 

jabatan    : .....................................................................; 

umur    : .....................................................................; 

alamat    : .....................................................................; 

dst. 

………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………….……………… 

 

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan 
………………….………………….………. dengan harapan agar pihak berwenang 
dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

Jakarta, tanggal bulan tahun 

 

Kepala Biro Perencanaan, SDM  
dan Organisasi, 

 

(tanda tangan dan cap dinas 
Kementerian BUMN) 

 

Ony Suprihartono 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Bagian 

Pendahuluan 

Kaki 

Batang Tubuh 

Bagian Penutup 
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6. Surat Pengantar 

a. Pengertian 

Surat Pengantar adalah Naskah Dinas yang digunakan untuk 

mengantar/menyampaikan barang atau naskah. 

b. Wewenang pembuatan dan penandatanganan 

Surat Pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai 

dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. 

c. Susunan 

1) Kepala  

Bagian kepala Surat Pengantar terdiri dari: 

a) Kop; 

b) alamat yang dituju, ditulis di margin kiri di bawah Kop 

dengan kata Yth. diikuti nama jabatan yang dituju; 

c) tanggal, bulan dan tahun ditulis di margin kanan 

sebaris dengan Yth.; 

d) tulisan Surat Pengantar yang diletakkan secara 

simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 

e) nomor Surat Pengantar ditulis simetris dibawahnya. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Surat Pengantar terdiri dari: 

a) nomor urut; 

b) jenis naskah/barang yang dikirim; 

c) banyaknya naskah/barang; 

d) keterangan. 

3) Kaki 

Bagian kaki Surat Pengantar terdiri dari: 

a) Pengirim yang berada di sebelah kanan meliputi: 

(1) nama jabatan pembuat Surat Pengantar; 

(2) tanda tangan; 

(3) cap dinas. 

b) Penerima yang berada di sebelah kiri meliputi: 

(1) tanggal penerimaan; 

(2) nama jabatan penerima; 

(3) tanda tangan; 
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(4) nama; 

(5) cap dinas; 

(6) nomor telepon/faksimil. 

d. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

1) Surat Pengantar dibuat di atas kertas A4 dengan 

menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 

(sebelas). 

2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor halaman, 

dan lembar selanjutnya menggunakan Kop dan di bawah 

Kop diberi nomor halaman. 

3) Surat Pengantar yang ditandatangani pejabat Eselon I, 

pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang berwenang, 

menggunakan Kop yang terdiri dari Logo Kementerian 

BUMN dan tulisan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

Republik Indonesia, yang ditetapkan secara tersendiri. Di 

bawah tulisan Republik Indonesia ditulis alamat, nomor 

telepon dan nomor faksimili Kementerian BUMN dengan 

huruf Arial ukuran 10 (sepuluh), dan diikuti garis pemisah 

horisontal dengan panjang sama dengan lebar ruang 

penulisan Surat Pengantar dengan ukuran tebal 2 pt. 

e. Hal yang perlu diperhatikan 

Surat Pengantar dikirim rangkap dua, lembar pertama untuk 

penerima dan lembar kedua untuk dikembalikan kepada 

pengirim. 

f. Penomoran 

Penomoran Surat Pengantar sama dengan penomoran Surat 

Dinas. 

 

Format Surat Pengantar mengacu pada contoh 19. 
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CONTOH 19 

FORMAT SURAT PENGANTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yth.       Jakarta, Tanggal bulan tahun 

...................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

 

SURAT PENGANTAR 

NOMOR  … /S.MBU.1/2016 

 

 

No Naskah Dinas/Barang Banyaknya Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

   

Diterima tanggal …………………………….. 

Penerima, 

(Nama Jabatan) 
……………………………… 

 

(tanda tangan dan cap dinas 
Kementerian BUMN) 

 

Nama lengkap 

 

Nomor Telepon: 
……………………………… 

Faksimili: 
……………………………… 

 

 Pengirim, 

Kepala Biro Perencanaan, SDM dan 
Organisasi, 

 

(tanda tangan dan cap dinas 
Kementerian BUMN) 

 

Ony Suprihartono 

 

 

 

Catatan: 

Lembar satu untuk pengirim 

Lembar dua untuk penerima 

 

Kepala 

Kaki 

Batang Tubuh 
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7. Pengumuman 

a. Pengertian 

Pengumuman adalah Naskah Dinas yang memuat 

pemberitahuan yang ditujukan baik kepada pejabat/pegawai di 

dalam lingkungan Kementerian BUMN maupun masyarakat 

umum. 

b. Wewenang pembuatan dan penandatanganan 

Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Eselon I 

dan Eselon II. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Pengumuman terdiri dari: 

a) Kop; 

b) tulisan Pengumuman dicantumkan di bawah Kop, 

ditulis dengan huruf kapital; 

c) nomor Pengumuman ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris di bawah tulisan Pengumuman 

merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor 

surat Kementerian BUMN; 

d) kata tentang dicantumkan di bawah nomor 

Pengumuman, ditulis dengan huruf kapital; 

e) judul Pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris di bawah kata tentang. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Pengumuman memuat: 

a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; 

b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan 

Pengumuman; 

c) informasi penting tentang hal tertentu. 

3) Kaki 

Bagian kaki Pengumuman terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal penetapan; 

b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis 

dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda 

baca koma (,); 

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan; 
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d) nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis 

dengan huruf awal kapital; 

e) cap dinas. 

d. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

1) Pengumuman dibuat di atas kertas A4 dengan 

menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 

(sebelas). 

2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor halaman, 

dan lembar selanjutnya menggunakan Kop dan di bawah 

Kop diberi nomor halaman. 

3) Pengumuman yang ditandatangani pejabat Eselon I, pejabat 

Eselon II, dan pejabat lainnya yang berwenang, 

menggunakan Kop yang terdiri dari Logo Kementerian 

BUMN dan tulisan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

Republik Indonesia, yang ditetapkan secara tersendiri. Di 

bawah tulisan Republik Indonesia ditulis alamat, nomor 

telepon dan nomor faksimili Kementerian BUMN dengan 

huruf Arial ukuran 10 (sepuluh), dan diikuti garis pemisah 

horisontal dengan panjang sama dengan lebar ruang 

penulisan pengumuman dengan ukuran tebal 2 pt. 

e. Hal yang perlu diperhatikan 

1) Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan 

kepada kelompok atau golongan tertentu; 

2) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak 

memuat cara pelaksanaan teknis suatu Peraturan; 

 

Format Pengumuman mengacu pada contoh 20. 
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CONTOH 20 

FORMAT PENGUMUMAN 

 

 

 

 

 

PENGUMUMAN 

NOMOR PENG- … /S.MBU/ ... /2016 

TENTANG 

.................................................................... 

 

 ........................................................................................................................
............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

 Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan. 

 

Dikeluarkan di Jakarta 

pada tanggal ......................... 

 

 

Sekretaris Kementerian BUMN, 

 

(tanda tangan dan cap dinas 
Kementerian BUMN) 

 

Imam Apriyanto Putro 

 

 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki 
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8. Press Release 

a. Pengertian 

Press Release adalah Naskah Dinas yang berisi informasi yang 

dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian BUMN kepada media 

(pers), jurnalis, penerbitan-penerbitan lain dan khalayak umum 

yang ditargetkan dengan tujuan agar khalayak mengetahui 

perkembangan hal-hal yang disampaikan. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Press Release dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Eselon II 

di bidang kehumasan. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Press Release terdiri dari: 

a) Kop; 

b) tulisan Press Release ditulis dengan huruf kapital di 

bawah Kop; 

c) tulisan tentang dicantumkan di bawah kata laporan 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

d) judul Press Release ditulis dengan huruf kapital 

simetris di bawah tentang. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Press Release terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal dibuatnya Press Release yang 

ditulis dengan bold.  

b) isi Press Release berupa uraian informasi yang ingin 

disampaikan; 

c) penutup, memuat peruntukan dibuatnya Press 

Release. 

3) Kaki 

Bagian kaki Press Release terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal pembuatan Press Release; 

b) nama jabatan pejabat yang membuat Press Release, 

ditulis dengan huruf awal kapital dan tanpa diakhiri 

tanda baca koma (,); 

c) tanda tangan pejabat yang membuat Press Release; 
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d) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis 

dengan huruf awal kapital; 

 

e) pejabat yang dapat dihubungi terkait informasi lebih 

lanjut dari Press Release (mencantumkan jabatan, 

nomor telepon, dan lain-lain). 

d. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

1) Press Release dibuat di atas kertas A4 dengan 

menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 

(sebelas). 

2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor halaman, 

dan lembar selanjutnya menggunakan Kop dan di bawah 

Kop diberi nomor halaman. 

3) Press Release menggunakan Kop yang terdiri dari Logo 

Kementerian BUMN dan tulisan Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan secara 

tersendiri. Di bawah tulisan Republik Indonesia ditulis 

alamat, nomor telepon dan nomor faksimili Kementerian 

BUMN dengan huruf Arial ukuran 10 (sepuluh), dan diikuti 

garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan 

lebar ruang penulisan Press Release dengan ukuran tebal 2 

pt. 

Format Press Release mengacu pada contoh 21. 
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CONTOH 21 

FORMAT PRESS RELEASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS RELEASE 

NOMOR PR- … /S.MBU.3/05/2016 

TENTANG 

..................................................................... 

 

Jakarta, 03 Mei 2016 – ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Demikian press release ini dibuat untuk dapat disebarluaskan 
kepada masyarakat. 

Jakarta, 25 Juli 2016 

Kepala Biro Umum dan Humas 

 

ttd 

 

Wahyu Wibowo 

 

*** 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  
Teddy Poernama 
Kepala Bagian Humas dan Protokol 
Kementerian BUMN 
Jl. Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat 10110  
P. +62 21 29935678 F. +62 21 29935775 
M. +62 812 2250444 

W. www.bumn.go.id 

 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  

Bagian Penutup 

 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 
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9. Sertifikat  

a. Pengertian 

Sertifikat adalah Naskah Dinas yang berisi keterangan yang 

dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian BUMN kepada pihak 

yang mengikuti pelatihan, training, seminar, diklat, workshop, 

dan lain-lain yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN 

atau kerjasama Kementerian BUMN dengan pihak lain. 

b. Wewenang pembuatan, penandatanganan dan penggunaan 

kertas 

1) Sertifikat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Eselon II 

di bidang Sumberdaya Manusia dan Organisasi atau 

pejabat lain penyelenggara kegiatan. 

2) Sertifikat dibuat pada kertas khusus yang diperuntukkan 

untuk Sertifikat. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Sertifikat terdiri dari: 

a) Kop; 

b) tulisan Sertifikat ditulis dengan huruf kapital di bawah 

Kop. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Sertifikat terdiri dari: 

a) pihak yang mengikuti kegiatan dituliskan tanpa gelar; 

b) judul kegiatan yang diikuti. 

3) Kaki 

Bagian kaki Sertifikat terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal pembuatan Sertifikat; 

b) tulisan “Kementerian BUMN” setelah tempat dan 

tanggal pembuatan Sertifikat; 

c) tanda tangan pejabat yang membuat Sertifikat; 

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis 

dengan huruf awal kapital; 

e) nama jabatan pejabat yang membuat Sertifikat, ditulis 

dengan huruf awal kapital dan tanpa diakhiri tanda 

baca koma (,). 

d. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 
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1) Sertifikat dibuat di atas kertas A4 dengan menggunakan 

jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 (sebelas). 

-133- 

2) Sertifikat menggunakan Kop yang terdiri dari Logo 

Kementerian BUMN dan tulisan Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan secara 

tersendiri. Di bawah tulisan Republik Indonesia ditulis 

alamat, nomor telepon dan nomor faksimili Kementerian 

BUMN dengan huruf Arial ukuran 10 (sepuluh), dan diikuti 

garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan 

lebar ruang penulisan sertifikat dengan ukuran tebal 2 pt. 

Format Sertifikat mengacu pada contoh 22. 

CONTOH 22 

FORMAT SERTIFIKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERTIFIKAT 
NOMOR SF- … /S.MBU.1/09/2016 

 

Menyatakan bahwa : 

Anas Puji Istanto 
telah mengikuti 

 

Pelatihan Pengembangan Account Officer  
Kementerian BUMN 

 

Batch 5, 07 s.d 08 Juli 2016 

 

Jakarta, 08 Juli 2016 

Kementerian BUMN 

ttd. 

Ony Suprihartono 

Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi 
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10. Laporan 

a. Pengertian 

Laporan adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan 

tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Laporan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang diserahi 

tugas. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Laporan terdiri dari: 

a) Kop; 

b) tulisan Laporan ditulis dengan huruf kapital di bawah 

Kop; 

c) tulisan tentang dicantumkan di bawah kata Laporan 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

d) judul Laporan ditulis dengan huruf kapital simetris di 

bawah tentang. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Laporan terdiri dari: 

a) pendahuluan memuat penjelasan umum, maksud dan 

tujuan, ruang lingkup dan sistematika Laporan; 

b) materi Laporan terdiri atas kegiatan yang 

dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil 

pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan 

hal lain yang perlu dilaporkan; 

c) simpulan dan saran, perlu disampaikan sebagai bahan 

pertimbangan; 

d) penutup, akhir Laporan yang memuat harapan/ 

permintaan arahan/ucapan terima kasih. 

3) Kaki 

Bagian kaki Laporan terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal pembuatan Laporan; 

b) nama jabatan pejabat yang membuat Laporan, ditulis 

dengan huruf awal kapital dan tanpa diakhiri tanda 

baca koma (,); 

c) tanda tangan pejabat yang membuat Laporan; 
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d) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis 

dengan huruf awal kapital. 

d. Penggunaan kertas, huruf, Kop dan halaman 

1) Sertifikat dibuat di atas kertas A4 dengan menggunakan 

jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 (sebelas). 

2) Lembar pertama menggunakan Kop tanpa nomor halaman, 

dan lembar selanjutnya menggunakan Kop dan di bawah 

Kop diberi nomor halaman. 

2) Laporan menggunakan Kop yang terdiri dari Logo 

Kementerian BUMN dan tulisan Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan secara 

tersendiri. Di bawah tulisan Republik Indonesia ditulis 

alamat, nomor telepon dan nomor faksimili Kementerian 

BUMN dengan huruf Arial ukuran 10 (sepuluh), dan diikuti 

garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan 

lebar ruang penulisan Laporan dengan ukuran tebal 2 pt. 

Format Laporan mengacu pada contoh 23. 

CONTOH 23 

FORMAT LAPORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN 
TENTANG 

..................................................................... 
 
A. PENDAHULUAN 

1. Umum 
2. Maksud dan Tujuan 
3. Ruang Lingkup 
4. Dasar 

 
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 

...................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
 

C. HASIL YANG DICAPAI 
...................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 
D. SIMPULAN DAN SARAN 

...................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
 

E. PENUTUP 
...................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 
 

Dibuat di ………………………… 
pada tanggal ............................... 

Kepala Bagian SDM, 

(tanda tangan ) 

Hendrika Nora Osloi Sinaga 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  
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11. Telaahan Staf 

a. Pengertian 

Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh 

pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas 

mengenai suatu persoalan dengan memberikan alternatif 

pemecahan/jalan keluar. 

b. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala Telaahan Staf terdiri dari: 

a) judul Telaahan Staf ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

b) tulisan tentang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris di bawah tulian Telaahan Staf; 

c) uraian singkat tentang permasalahan. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Telaahan Staf terdiri dari: 

a) persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas 

tentang persoalan yang akan dipecahkan; 

b) pra-anggapan, memuat dugaan yang beralasan, 

berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai 

dengan situasi yang dihadapi dan kemungkinan 

merupakan kejadian di masa yang akan datang; 

c) fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang 

merupakan landasan analisis dan pemecahan 

persoalan; 

d) analisis pengaruh pra-anggapan dan fakta terhadap 

persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan 

dan kerugian, pemecahan dan cara bertindak yang 

mungkin atau dapat dilakukan; 

e) simpulan, memuat intisari hasil diskusi, merupakan 

pilihan cara bertindak atau pemecahan permasalahan; 

f) tindakan yang disarankan, memuat secara ringkas dan 

jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi 

persoalan yang dihadapi. 

3) Kaki 

Bagian kaki Telaahan Staf terdiri dari: 
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a) tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan Telaahan 

Staf; 

b) jabatan penelaah staf, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital; 

c) tanda tangan penelaah staf; 

d) nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

e) daftar lampiran. 

4) Lampiran 

Bagian Lampiran Telaahan Staf terdiri dari: 

a) data/surat; 

b) hasil koordinasi, bukti koordinasi formal dengan 

pejabat/staf lain yang terkait berupa komentar, 

pendapat, koreksi atau pembetulan terhadap batang 

tubuh telaahan, sehingga tersedia semua keterangan 

bagi pimpinan sebelum mengambil putusan. 

Format Telaahan Staf mengacu pada contoh 24. 
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CONTOH 24 

FORMAT TELAAHAN STAF 

 

 

 

 

TELAAHAN STAF 

TENTANG 

..................................................................... 

 

 
A. Persoalan 

Memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. 

 

B. Praanggapan 

Memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan 
sesuai situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa 
mendatang. 

 
C. Fakta yang Mempengaruhi 

Memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan. 

 
D. Analisis 

Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, 

hambatan serta keuntungan dan kerugian, serta pemecahan atau cara bertindak 

yang mungkin atau dapat dilakukan. 

 

E. Simpulan 

Memuat intisari hasil diskusi dan pilihan satu cara bertindak atau jalan keluar 

sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. 

 

F. Saran 

Memuat secara ringkas dan jelas saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang 

dihadapi. 

 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

     

Analis Hukum , 

 

(tanda tangan) 

 

Anton Napitupulu 

 

 

Daftar lampiran: 
1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

Kepala 

Batang Tubuh 

Kaki  
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12. Formulir 

Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar 

naskah isian untuk mencatat berbagai data dan informasi yang 

bersifat rutin. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembar 

cetakan dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan. 

 

Format Formulir mengacu pada contoh 25A, 25B, dan 25C. 

 

CONTOH 25A 

FORMAT BERITA FAKSILIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKSIMILE 

NOMOR F-10/S.MBU.1/...../2015 

20 Juli 2016 

Klasifikasi :           Sangat segera               Segera                  Biasa 

Kualifikasi :           Sangat rahasia              Rahasia                Biasa 

 

Kepada : 

 

Dari  : 

 

Nomor faks :    Jumlah halaman :          lembar (termasuk pengantar) 

 

Nomor telepon :    Tanggal kirim : 

 

Hal  :    Tembusan :   (apabila diperlukan 

   Bahan masukan    Teliti       Jawab 

   Selidiki      Edarkan/teruskan     Jawab kepada yang bersangkutan 

                

Petugas pengirim 

 

Nama  :    Jabatan : 

  :    Paraf  : 

Catatan  : (diisi keterangan tambahan sehubungan dengan berita faksimile yang dikirimkan) 

Pejabat yang berwenang, 

(tanda tangan) 

Nama Lengkap 
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CONTOH 25B 

FORMAT BERITA TELEPON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA TELEPON 

NOMOR BT- … /S.MBU.1/ ... /2016 

 

 

 

Klasifikasi :    Sangat segera                  Segera                            Biasa 

Kualifikasi :    Sangat rahasia                 Rahasia                          Biasa 

 

Kepada  : 

 

Dari  : 

 

Hari  :         No. Telepon : 

Tanggal  : 

Pukul  : 

Isi Berita  :     

 

 

 

 

 

 

 

 

Petugas penerima berita: 

Nama  : 

Jabatan  : 

Paraf  : 
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CONTOH 25C 

FORMULIR PERMOHONAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULIR PERMOHONAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) 

 

UNIT KERJA : 

 

No Nama Barang Satuan 
Jumlah 

Keterangan 
Permintaan Disetujui 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Jakarta,  

 

Penerima, 

 

 

 

 

(……………………………..) 

 

Kepala Subbagian Tata Usaha 
.................. 

 

 

 

(………………………………..) 
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13. Naskah Dinas Lainnya 

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas 

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat 

SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri (termasuk CPNS), Pegawai Tidak Tetap (termasuk Staf 

Khusus Menteri BUMN) dan orang perorangan dalam 

keanggotaan Komite/Tim/Panitia untuk melaksanakan 

perjalanan dinas. Substantif pengaturan berkenaan dengan 

SPPD ditetapkan tersendiri dalam peraturan perundang-

undangan mengenai perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi 

pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. 

1) Susunan 

SPPD terdiri dari dua halaman yang dicetak pada 1 (satu) 

lembar kertas berukuran folio. Susunan batang tubuh 

SPPD terdiri dari: 

a) Halaman Pertama 

Halaman pertama SPPD terdiri dari: 

(1) Kepala SPPD 

Bagian Kepala SPPD terdiri dari: 

(a) nama unit organisasi pengonsep SPPD yang 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(b) judul SPPD yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris; 

(c) nomor yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris dengan Format sebagai 

berikut. 

Contoh: 

SPPD- … /MBU/PPK3/ ... /2016 

Tahun  

Bulan Penerbitan 

Kode Pejabat Pembuat 

Komitmen yang 

menandatangani SPPD 

Nomor urut SPPD 

(2) Batang tubuh SPPD 
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Bagian batang tubuh SPPD terdiri dari: 

(a) pejabat berwenang yang memberi perintah; 

(b) nama/NIP pegawai yang diperintahkan; 

(c) pangkat dan golongan pegawai yang 

diperintahkan dan tingkat biaya perjalanan 

dinas; 

(d) maksud perjalanan dinas; 

(e) alat angkutan yang digunakan dalam 

perjalanan dinas; 

(f) tempat keberangkatan dan tempat tujuan 

perjalanan dinas; 

(g) lama perjalanan dinas, tanggal berangkat, 

dan tanggal harus kembali/tiba di suatu 

tempat yang telah ditentukan; 

(h) identitas pengikut dalam perjalanan dinas 

berupa uraian nama, tanggal lahir, dan 

keterangan; 

(i) keterangan instansi penanggung jawab dan 

mata anggaran pelaksanaan perjalanan 

dinas; 

(j) keterangan lain-lain yang dianggap perlu. 

(3) Kaki SPPD 

Bagian kaki SPPD terdiri dari: 

(a) tempat dan tanggal dikeluarkannya SPPD; 

(b) nama jabatan penandatangan yang ditulis 

dengan huruf awal kapital serta diakhiri 

dengan tanda baca koma; 

(c) tanda tangan pejabat; 

(d) nama lengkap penandatangan SPPD, ditulis 

dengan huruf awal kapital diakhiri dengan 

tanda baca koma, dan dibawahnya ditulis NIP 

tanpa tanda baca titik; 

(e) cap dinas Kementerian BUMN. 

b) Halaman Kedua SPPD 

Halaman kedua SPPD terdiri dari: 

(1) informasi mengenai lokasi dan tanggal 

keberangkatan yang disertai dengan tanda tangan 
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yang berwenang untuk menugaskan pelaksanaan 

perjalanan dinas; 

(2) informasi mengenai lokasi dan tanggal kedatangan 

pegawai yang ditugaskan pada suatu tempat 

disertai dengan tanda tangan pejabat yang 

menyatakan kedatangan petugas pelaksana 

perjalanan dinas; 

(3) catatan lain-lain dan perhatian yang berisi 

himbauan mengenai pihak-pihak yang 

bertandatangan merupakan pihak-pihak yang 

bertanggung jawab apabila di kemudian hari 

terdapat kerugian negara akibat kesalahan, 

kelalaian, dan kealpaannya, yaitu: “pejabat yang 

berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang 

melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang 

mengesahkan, tanggal berangkat/tiba, serta 

Bendaharawan”. 

2) Hal yang perlu diperhatikan 

SPPD dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan tujuan dalam 

rangka melaksanakan pengarsipan dan pemberkasan 

dokumen perjalanaan dinas. 

 

Format SPPD mengacu pada contoh 26A dan 26B. 
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CONTOH 26A 

HALAMAN PERTAMA SPPD 
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CONTOH 26B 

HALAMAN KEDUA SPPD 

 

 

 

2. Naskah …/123 
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b. Naskah Serah Terima Jabatan 

1) Pengertian 

Naskah Serah Terima Jabatan adalah naskah yang 

digunakan pada saat pelaksanaan pergantian jabatan yang 

ditandatangani oleh pihak yang menerima dan 

menyerahkan jabatan dengan disaksikan oleh pejabat di 

atasnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Naskah 

Serah Terima Jabatan ditandatangani pada saat 

pelaksanaan pelantikan atau serah terima jabatan dari 

pejabat lama kepada pejabat baru. 

2) Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala Naskah Serah Terima Jabatan terdiri 

dari: 

(1) judul Naskah Serah Terima Jabatan yang ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris; 

(2) nama jabatan yang diserahterimakan yang ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris; 

(3) nama unit organisasi eselon di atasnya yang 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(4) nomor yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris. 

b) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh Naskah Serah Terima Jabatan 

terdiri dari: 

(1) alinea pembuka yang berisi tanggal, waktu dan 

tempat pelaksanaan serah terima jabatan; 

(2) alinea isi yang memuat nama pejabat dan 

keputusan yang menyatakan pengangkatan 

pejabat tersebut sebagai pejabat lama dan pejabat 

baru, disertai dengan pernyataan penyerahan 

wewenang dan tanggung jawab jabatan yang 

diserahterimakan; 

(3) alinea penutup yang menyatakan pengukuhan 

naskah serah terima jabatan dengan pembubuhan 

tanda tangan pejabat lama dan pejabat baru. 
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c) Kaki 

Bagian batang tubuh Naskah Serah Terima Jabatan 

terdiri dari: 

(1) tempat dan tanggal pembuatan Naskah Serah 

Terima Jabatan; 

(2) nama lengkap pejabat baru sebagai pihak yang 

menerima jabatan dan pejabat lama sebagai pihak 

yang menyerahkan jabatan yang ditulis sejajar 

serta ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa 

diberi tanda baca apapun, dan dibawahnya ditulis 

NIP tanpa tanda baca titik; 

(3) nama jabatan pihak yang menyaksikan 

pelaksanaan serah terima jabatan ditulis secara 

simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma; 

(4) nama lengkap pejabat yang menyaksikan 

pelaksanaan serah terima jabatan ditulis dengan 

huruf awal kapital, tanpa diberi tanda baca apa 

pun, dan di bawahnya ditulis NIP tanpa tanda 

baca titik. 

 

Format Naskah Serah Terima Jabatan mengacu pada contoh 27A dan 

27B. 
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CONTOH 27A 

FORMAT NASKAH SERAH TERIMA JABATAN ESELON II 

 

 

 

 

 

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN 

KEPALA BIRO PERENCANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

NOMOR … /S.MBU/ ... /2016 

 

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., pukul ... WIB, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris 
Kementerian BUMN, Gedung Kementerian BUMN Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Selatan 
Nomor 13 Jakarta, masing-masing yang tersebut di bawah ini: 

 

(nama pejabat) 

selaku 

.............(nama jabatan)..............yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor  
SK-…../MBU/...../2014 tanggal ..., selanjutnya disebut Pejabat Lama. 

dan 

(nama pejabat) 

selaku 

.............(nama jabatan)..............yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor  
SK-…../MBU/...../2015 tanggal ..., selanjutnya disebut Pejabat Baru.  

 

telah melangsungkan serah terima jabatan ............(nama jabatan)........... Kementerian BUMN. 

 

Pejabat Lama menyerahkan dan Pejabat Baru menerima penyerahan wewenang dan tanggung  

jawab ............(nama jabatan)........... Kementerian BUMN. 

 

Sejak dilangsungkannya serah terima jabatan ini, maka wewenang serta tanggung jawab 
jabatan ............(nama jabatan)........... Kementerian Keuangan beralih dari Pejabat Lama 
kepada Pejabat Baru. 

 

Sebagai pengukuhan Naskah Serah Terima Jabatan ini para pihak membubuhkan tanda 
tangannya masing-masing di hadapan dan disaksikan oleh ............(nama jabatan)........... 
Kementerian BUMN. 

Dibuat di ……………………….. 

pada tanggal ………………….. 

 

Pejabat Baru  

Pihak yang Menerima, 

(tanda tangan) 

Nama Pejabat  

NIP .................. 

Pejabat Lama 

Pihak yang Menyerahkan, 

(tanda tangan) 

Nama Pejabat  

NIP .................. 

 

 Menyaksikan: 

Nama Jabatan, 

 

(tanda tangan) 

 

Nama Pejabat 

NIP .................. 
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CONTOH 27B 

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN ESELON I 

 

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN 

SEKRETARIS 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

NOMOR … /S.MBU/ ... /2016 

 

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., pukul ... WIB, bertempat di Ruang Rapat Lantai 21, 
Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta, masing-masing 
yang tersebut di bawah ini: 

(nama pejabat) 

selaku 

.............(nama jabatan)..............yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor  
SK-…../MBU/...../2014 tanggal ..., selanjutnya disebut Pejabat Lama. 

dan 

(nama pejabat) 

selaku 

.............(nama jabatan)..............yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor  
SK-…../MBU/...../2015 tanggal ..., selanjutnya disebut Pejabat Baru.  

telah melangsungkan serah terima jabatan ............(nama jabatan)........... Kementerian BUMN. 

Pejabat Lama menyerahkan dan Pejabat Baru menerima penyerahan wewenang dan tanggung  

jawab ............(nama jabatan)........... Kementerian BUMN. 

Sejak dilangsungkannya serah terima jabatan ini, maka wewenang serta tanggung jawab 
jabatan ............(nama jabatan)........... Kementerian Keuangan beralih dari Pejabat Lama 
kepada Pejabat Baru. 

Sebagai pengukuhan Naskah Serah Terima Jabatan ini para pihak membubuhkan tanda 
tangannya masing-masing di hadapan dan disaksikan oleh ............(nama jabatan)........... 
Kementerian BUMN. 

Dibuat di …………………… 

pada tanggal ……………….. 

 

Pejabat Baru  

Pihak yang Menerima 

 

(tanda tangan) 

 

Nama Pejabat  

NIP .................. 

Pejabat Lama 

Pihak yang Menyerahkan, 

 

(tanda tangan) 

 

Nama Pejabat  

NIP .................. 

 

 

 Menyaksikan: 

Nama Jabatan, 

 

(tanda tangan) 

 

Nama Pejabat 

NIP .................. 
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14. Naskah Dinas Elektronis  

a. Pengertian 

Naskah Dinas Elektronis adalah Naskah Dinas berupa 

komunikasi dan informasi yang dilakukan secara elektronis 

dan/atau terekam dalam multimedia elektronis. 

b. Lingkup Kegiatan 

Naskah Dinas Elektronis mencakup surat menyurat elektronis, 

arsip, dan dokumentasi elektronis, transaksi elektronis, dan 

Naskah Dinas Elektronis lainnya. 

Ketentuan lebih lanjut tentang TND Elektronis diatur dalam 

Pedoman tersendiri, dengan mengacu pada Instruksi Presiden 

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government, dan Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

Pedoman TND Kementerian BUMN agar dijadikan acuan dalam 

penyelenggaraan komunikasi kedinasan antar unit organisasi di lingkungan 

Kementerian BUMN. 

 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

RINI M. SOEMARNO 
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